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Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya,
kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Hal ini
dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian terhadap arah dan pedoman
pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja sasaran tahunan bagi
Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana dalam melaksanakan
tugas dan fungsi, khususnya dalam kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2021
sampai dengan tahun 2023 yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kota
Bandung Tahun 2018-2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis DPPKB Kota Bandung Tahun 2018 -
2023 dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 sebagai bentuk
pengoperasionalisasian pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bandung
tahun 2018 - 2023.

Rencana Strategis merupakan komitmen DPPKB yang digunakan sebagai tolok ukur
dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandung sebagai
pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai
dengan kewenangan, tugas dan fungsi DPPKB dengan mempertimbangkan kekuatan
dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi
perencanaan Kota Bandung.

Rencana Strategis memuat indikator kinerja DPPKB Kota Bandung yang
mengacu padatujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023
sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang
tertuang dalam Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023. Dengan terbitnya
Perubahan Rencana Strategis DPPKB Kota Bandung ini, diharapkan menjadi
acuan bagi para ASN DPPKB dan seluruh stakeholders untuk mampu memberikan
inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Kota Bandung.

Bandung, 7 Desember 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandung

Drs. HﬁNBRI/ \RUSMAN, M.Si
NIP. 1968+F151988031005
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1.1

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Bandung (DPPKB) sebagaimana diamanatkan pada peraturan Wali
Kota Bandung nomor 25 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung, mempunyai tugas
dan fungsi dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka
menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan
pembangunan. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2021-2023, BKKBN sebagai lembaga negara yang
secara vertical menaungi urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana diberi mandat untuk berkontribusi secara
langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda
Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2019-2024,
yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas
dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya
Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing. Diantaranya DPPKB
dibawah kewenangan BKKBN berperan dalam3 Program Prioritas
(PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai
berikut:

1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP;

(1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan (2)
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.

2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP;
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Kesejahteraan Sosial.
3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP;

(1) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB)

dan Kesehatan Reproduksi, dan (2) Percepatan Perbaikan Gizi
Masyarakat.

Sedangkan pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan, BKKBN memiliki peran pada PP Revolusi Mental dan
Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya
Bangsa dan MembentukMentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan
Berkarakter, dengan KP pada Revolusi mental dalam sistem sosial
untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta
masyarakat dalam pembentukan karakter.

Sebagai penjabaran agenda pembangunan (PN) beserta PP dan
KP sebagaimana diatas, Rencana Strategis (Perubahan Renstra) BKKBN
Tahun 2019-2024 disusun secara umum digunakan sebagai acuan
dalam = penyelenggaraan Program = Pembangunan  Keluarga,
Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan
keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas
perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN. RPJMD sebagai
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah memiliki nilai
strategis yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih
yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh
masyarakat;

2. Pedoman pembangunan selama S (lima) tahun;

3. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
setiap tahun mulai 2019 sampai dengan 2023;

4. Pedoman bagi kota dalam penyusunan rencana pembangunan
daerah yang selaras dengan provinsi dan nasional;

5. Pedoman pengambilan kebijakan percepatan penanganan dan
pemulihan pasca pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

6. Instrumen untuk mengukur kinerja kepala daerah dan kinerja
kepala perangkat daerah; dan

7. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan
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Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

(Bappelitbang)

Selanjutnya, yang mendasari Perubahan RPJMD Kota Bandung
Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi
Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional
sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana
Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di
Indonesia, Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung
memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas.
Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai
sektor, termasuk dalam  pelaksanaan dan = penganggaran
pembangunan nasional dan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan
kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam menghadapi
pandemi Covid-19. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi
penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan
dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (social
safety net) serta berbagai kebijakan lainnya.

Substansi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang
mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang
disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan;
kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah
dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi Covid-19; target
indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program
dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
dan pemuktahirannya yang disertai indikator kinerjanya; IKU
pemerintah daerah dan target kinerjanya, serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci
(IKK)

Untuk memastikan arah kebijakan dan strategi yang telah
disusun di dalam Perubahan Renstra DPPKB Tahun 2018-2023 dapat
diimplementasikan dengan baik, maka dokumen ini dilengkapi dengan
indikator-indikator, baik Indikator Sasaran Strategis DPPKB, Indikator
Program/ Indikator Kinerja Utama/Outcome (IKU), Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK), dan Indikator Keluaran/Output dengan target/sasaran
yang memperhatikanhasil perhitungan/proyeksi capaian target pada
Perubahan  RPJMD 2018-2023 serta mempertimbangkan hasil
evaluasi pencapaian program/kegiatan pada RPJMD periode

sebelumnya. Selain itu, rumusan Program dan Kegiatan yang
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1.2

1.3

dirancang dalam Perubahan Renstra DPPKB Tahun 2018-2023
ini juga memperhatikan berbagai dinamika lingkungan dan isu

strategis yang berkembang, serta memperhatikan kaidah perencanaan

berbasiskewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, sehingga

pengelolaan Program Bangga Kencana dapat tepat sasaran dan

memberi manfaat lebih kepada masyarakat Kota Bandung.

Landasan Hukum

1.

Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

. Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 62 tahun 2010

tentang Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

10.

11.

. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober

2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah

. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Bandung.

Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis DPPKB Tahun
2018-2023 adalah sebagai bentuk penyesuaian terhadap

perkembangan yang terjadi utamanya untuk merespon perubahan
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kebijakan nasional, percepatan penangan Covid-19 dan kebutuhan

perubahan internal Pemerintah Kota Bandung, sehingga RPJMD

dapat dijadikan pedoman dalam rangka mendukung pencapaian

visi, misi dan program pembangunan daerah Kota Bandung yang

tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun

2018-2023. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana
Strategis DPPKB Tahun 2018-2023 adalah untuk :

O

Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan
arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan yang
disesuaikan untuk merespon perubahan yang terjadi sesuai
tugas dan fungsi DPPKB;

Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur
yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan dalam rangka
meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan
evaluasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Bandung.

Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan
DPPKB Kota Bandng Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
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Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

DPPKB Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

o BabI: Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
serta sistematika penyusunan Renstra DPPKB dan sistematika

penulisan.

o Bab Il : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat
Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas
Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-
hambatan utama yang masih dihadapi melalui Reviu Renstra

Perangkat Daerah.

o Bab lll : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat daerah

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah, telaahan visi, misi dan program, telaahan Renstra K/L,

dan penentuan

isu-isu strategis.
o Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang

merupakan penjabaran

visi dan misi Pemerintah Kota Bandung yang lebih spesifik dan

terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan
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jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang
hendak dicapai, dan strategi yaitu cara untuk mewujudkan
tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional
dan komprehensif.

o Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan
Kota Bandung yang menjadi urusan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung sampai

dengan akhir periode di Tahun 2023.

o Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaan
yang di dalamnya dijelaskan program dalam pencapaian
strategidan sasaran yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana
Strategi (Renstra) beserta indicator kinerja, sasaran, dan

pendanaan indikatif, target berdasarkan bidang urusan.

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang
bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas dan indikator
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa
jabatan.

o Bab VIII : Penutup

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
Perubahan Renstra untuk menjamin pelaksanaan dan
keberlanjutan perencanaan program pembangunan daerah

urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DPPKB
KOTA BANDUNG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPPKB
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota
Bandung adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota
Bandung yang melaksanakan dua urusan, yakni urusan Pengendalian
Penduduk dan Urusan Keluarga Berencana lingkup Kota Bandung.
Pembentukan BPPKB Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 dan Perda
Nomor 24 Tahun 1981. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah,
dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Tingkat Kota Bandung, yang mengubah nama BPPKB
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi BPPKB Kota Bandung.
Perubahan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi BPPKB
kembali mengalami perubahan sesuai dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 12 tahun 2007 tentang
Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota
Bandung. Selanjutnya berubah kembali dengan ditetapkannya
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengubah nama

BPPKB Kota Bandung menjadi DPPKB Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Nomor 25 Tahun
2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Bandung terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahi:
a.  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
c. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi.

3. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, yang membawabhi:
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a  Kepala Seksi Penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi;

b. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan;

c. Kepala Seksi Pendayagunaan Penyuluh dan Kader Keluarga
Berencana.

4. Kepala Bidang Keluarga Berencana, yang membawabhi:
a  Kepala Seksi Pengendalian Distribusi Alat Obat Kontrasepsi;

b. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;

c. Kepala seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga
Berencana.

S. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang
membawabhi:

a.  Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;

b. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan
Lansia;

c. Kepala Seksi Ketahanan Remaja.
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, yang membawahi:

a.  Kepala Seksi Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan
Kependudukan;

b. Kepala Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian
Penduduk;

c. Kepala Seksi Informasi Penduduk dan Keluarga.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT):

8.  Jabatan Pelaksana dan Fungsional.
Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota
Bandung dapat dilihat dalam Gambar 2.1.
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Gambar 2.1
Struktur Organisasi DPPKB
Kota Bandung

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Drs. H. ANDRI DARUSMAN, M.Si.
19681115 198803 1 005

Bagan Struktur i ;
g 4 TMT Pensiun : 01 Desember 2026 Sekretaris
. . dr. NINA MANAROSANA M.Kes.
Organlsa5| 19660319 199703 2 001
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Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Bandung mempunyai tugas membantu Walikota dalam
menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas diatas, DPPKB
mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan

keluarga berencana;

b. Pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

d. Pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengendalian
penduduk dan keluarga berencana; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Rincian Tugas dan Fungsi DPPKB
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1388
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.
Fungsi : 1. Perumusan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan

keluarga berencana;

Pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian penduduk
dan keluarga berencana,;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
Pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengendalian
penduduk dan keluarga berencana; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

sesuai dengan tugasdan fungsinya.
B. SEKRETARIAT

S

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup
kesekretariatan
Fungsi : 1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja

lingkupkesekretariatan dan Dinas;

15|Page



2. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis
lingkup kesekretariatandan Badan;

3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis
lingkup kesekretariatan dan Dinas;

4. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan
dan Dinas;

5. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup
kesekretariatan dan Dinas; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Penyuluahn dan
Penggerakan;
Fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup penyuluhan dan
penggerakan;

Penyiapan bahan perumusan lingkup penyuluhan dan penggerakan;
3. Pelaksanaan Kebijakan lingkup penyuluhan dan penggerakan;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penyuluhan dan
penggerakan;

5. Pelaksanaan administrasi lingkup penyuluhan dan penggerakan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai
dengantugas dan fungsinya.

D. BIDANG KELUARGA BERENCANA

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup keluarga berencana.
Fungsi : Penyusunan rencana dan program kerja lingkup keluarga berencana;
Penyiapan bahan perumusan lingkup keluarga berencana;
Pelaksanaan Kebijakan lingkup keluarga berencana;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keluarga berencana;

Pelaksanaan administrasi lingkup keluarga berencana; dan

A T o e

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai
dengantugas dan fungsinya.

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup ketahanan dan
kesejahteraan keluarga.
Fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup ketahanan dan
kesejahteraan
keluarga;
2. Penyiapan bahan perumusan lingkup ketahanan dan kesejahteraan
keluarga;

3. Pelaksanaan Kebijakan lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup ketahanan dan
kesejahteraan keluarga,
5. Pelaksanaan administrasi lingkup ketahanan dan kesejahteraan
keluarga; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai
dengantugas dan fungsinya.
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F. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengendalian
penduduk.

Fungsi : Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengendalian penduduk;

Penyiapan bahan perumusan lingkup pengendalian penduduk;

Pelaksanaan Kebijakan lingkup pengendalian penduduk;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian penduduk;

Pelaksanaan administrasi lingkup pengendalian penduduk; dan

o gk W

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

G. SATUAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

2.2

2.2.1

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas
berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi : Pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
pada DPPKB Kota Bandung.

Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat
bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan efisien. Good
governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan
hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi
strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan
pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya
aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis
dalam program saat ini dan di masa yang akan datang.
Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang
bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah suatu

daerah akan dibawa.

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang
mengemban tugas dan fungsi- fungsi pelayanan, perlindungan
dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan

di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang
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mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-
langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi
pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya

bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur DPPKB Kota
Bandung berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sampai Bulan Desember Tahun 2021 berjumlah 62
orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi DPPKB Kota
Bandung dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang
ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II,
DPPKB menjalankan fungsi koordinasi dengan perangkat daerah
lain. DPPKB bermitra dengan perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung dan secara intensif melaksanakan
koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang
dijalankan oleh DPPKB melalui 4 (empat) bidang penyuluhan dan
penggerakan, bidang keluarga berencana, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga; serta engendalian penduduk. Keempat
bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah
dalam perencanaan kegiatan. Bidang lainnya dengan eselonering
yang sama menjalankan fungsi supporting. Bidang Keluarga
Berencana dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
memberikan dukungan berupa penyediaan hasil kajian dalam
penyusunan dokumen perencanaan kegiatan. Sedangkan
sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan

penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.
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Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

Tabel 2.1

Uraian

Eselon
I

Eselon
11

Eselon
II1

Eselon
v

Staf

Jumlah

Kepala DPPKB

1

1

Sekretariat

1

3

W Nl Ze

Bidang

1

3

Penyuluhan dan
Penggerakan

4. | Bidang Keluarga - - 1 3 2 6
Berencana

5. | Bidang
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga

6. | Bidang Pengendalian - - 1 3 1 )
Penduduk

7. | UPT - - - - - -

8. | Jabatan Fungsional - - - - - -
Umum

9. | Jabatan Fungsional - - - - 26 26
Tertentu

JUI‘}’:LA 0 1 5 15 41 62

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKB Kota Bandung Tahun
2021

Yang menjadi catatan dalam struktur DPPKB adalah adanya jabatan
fungsional tertentu yang bertanggungjawab secara langsung kepada
Kepala DPPKB dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang.
Banyaknya ASN yang akan memasuki usia pensiun baik ASN yang
memegang jabatan struktural maupun ASN Fungsional Tertentu sebagai
Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) akan sangat
mempengaruhi kinerja dinas secara keseluruhan. PLKB merupakan
tenaga fungsional penyuluh lapangan BKKBN Pusat yang ditempatkan di
Kota Bandung, sedangkan Kota Bandung sendiri tidak memiliki ASN
tenaga penyuluh lapangan. Untuk saat ini jumlah staff yang dibutuhkan
baik di bidang teknis maupun di sekretariat masih sangat kurang.

Berdasarkan data Analisa Pemetaan Jabatan Fungsional DPPKB dari
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sebanyak 58 tenaga fungsional jumlah pemangku jabatan tertentu dan
jabatan fungsional, masih kurang sebanyak 18 tenaga fungsional umum
di DPPKB. Kondisi kepegawaian DPPKB berdasarkan tingkat pendidikan
dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang
Ditamatkan
4
No Uraian S3 S2 S1 D |SLTA | SLT | S Ju
3 P D | mla
h
1 | Kepala DPPKB - 1 - - - - - 1
2 | Sekretariat - 4 2 - 3 - - 9
3 | Bidang - 2 6 - 1 - - 9
Penyuluhan dan
Penggerakan
4 | Bidang Keluarga Berencana | ~ 3 2 - 1 B - 6
S | Bidang - 3 3 - - - - 6
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
6 | Bidang Pengendalian - 2 3 - - - - 5
Penduduk
7 | Jabatan Fungsional - 1 20 1 4 - - 26
Tertentu
JUMLAH 0 16 36 1 9 0 0 62
Dalam 0 [25,80|58,06 |1,62|14,52| O 0 | 100
Persen
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKB Kota Bandung
Tahun 2021

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan
tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada
Tabel 2.2, tingkat pendidikan S2 aparatur DPPKB sebanyak 16
orang atau sebesar 25,80%. Dengan rata-rata tingkat pendidikan
S2 aparatur DPPKB merupakan modal dasar yang penting dalam

peningkatan kinerja DPPKB secara umum.

Jumlah aparatur DPPKB yang menamatkan pendidikan S-1
cukup besar, tercatat sebanyak 36 orang. Secara prosentase,
jumlah tersebut mencapai 58% dari seluruh aparatur DPPKB.
Sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi Think
Tanknya Pemerintah Kota Bandung, tentu ini menjadi modal

dasar yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi DPPKB
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sebagai lembaga teknis secara optimal.

DPPKB mengalami kendala dalam sumber daya manusia yang
mengelola program Bangga Kencana di kewilayahan, karena
terbatasnya jumlah tenaga lini lapangan yang ada dan tidak
proporsional dibandingkan dengan jumlah kelurahan yang ada
di Kota Bandung. Dimana jumlah tenaga penggerak Non ASN
yang ada saat ini berjumlah sebanyak 52 orang yang
bertanggung jawab untuk mengelola sejumlah 151 kelurahan di
Kota Bandung. Hal ini berkaitan dengan program dan kegiatan
Bangga Kencana yang harus dapat disampaikan secara langsung
ke seluruh lapisan. Terkait dengan hal tersebut maka diusulkan
penambahan tenaga penggerak Bangga Kencana sebanyak
jumlah kelurahan yang ada di Kota Bandung. Begitu pula untuk
jumlah tenaga penyuluh lapangan ASN yang statusnya saat ini
adalah sebagai ASN pusat semakin berkurang jumlahnya karena
banyaknya yang memasuki usia pensiun. Tidak hanya untuk
tenaga ASN di lapangan tetapi juga tenaga ASN fungsional umum
yang jumlahnya masih kurang memadai. Dari total jumlah
jabatan fungsional yang dibutuhkan yang sebanyak 58 orang
masih belum tersisi sebanyak 18 orang atau sebesar 31,03%.

Maka dalam hal ketersediaan SDM masih menjadi isu strategis.

2.2.2 Anggaran

Dari sisi anggaran, DPPKB Kota Bandung mendapatkan alokasi
anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini
memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2013-2020

beserta serapannya sebagai berikut:
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Tabel 2.3
Alokasi Anggaran DPPKB Tahun 2013-2017

N Tahun Jumlah Anggaran Realisasi (Rp) Persen
o Anggaran (Rp) tase
(%)
1 2013 25.617.927.691,95 18.928.653.478,00 73,89%
2 2014 19.068.059.800,00 15.948.899.351,00 83,64%
3 2015 17.038.817.070,67 15.600.550.795,00 91,56%
4 2016 21.787.882.612,00 17.435.061.927,00 63,92%
S 2017 9.188.678.325,00 7.911.275.375,00 86,10%
6 2018 29.274.517.451,12 18.289.077.252,00 62,47%
7 2019 25.409837.927,41 19.248.652.431,00 75,75%
8 2020 19.903.611.150,04 16.651.403.327,00 83,66%

Sumber : Sub Bagian Keuangan DPPKB Tahun 2013-2020

Berdasarkan tabel di atas, anggaran DPPKB pada tahun 2020
mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi
Pandemi Covid-19 di seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia.
Pandemi covid-19 ini berdampak sangat besar terhadap pertumbuhan
ekonomi Kota Bandung. Berdasarkan data dari BPS Tahun 2020,
-2,28.

bahwa angka LPE Kota Bandung menurun sebesar

Menurunnya angka LPE Kota Bandung ini secara signifikan
mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Bandung dan perubahan
isu prioritas Kota Bandung. Dengan anggaran yang terbatas, maka
anggaran Kota Bandung diprioritaskan kepada program pemulihan
ekonomi dampak dari pandemic Covid-19. DPPKB sebagai salah satu
bagian dari Pemerintah Kota Bandung telah melakukan rasionalisasi
kurang lebih sebesar 35%.

Namun demikian, meskipun anggaran DPPKB mengalami
penurunan, secara kinerja, capaiannya sebagian besar memenuhi
target bahkan terdapat beberapa sasaran yang melampaui target

kinerja.
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2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana

DPPKB Kota Bandung menempati kantor yang bertempat di Jalan
Maskumambang No.4 dan mulai digunakan pada tahun 2017.
Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan
dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja DPPKB Kota
Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana DPPKB Kota
Bandung Sampai Dengan Tahun 2021

No Nama Barang Banyakn Kondisi
ya Barang
1 Kendaraan roda 4 7 Baik
2 Kendaraan roda 2 66 Baik
3 AC 8 Baik
4 Lemari/Rak/Buffet/Filling Cabinet 103 Baik
5 Brankas 6 Baik
6 Meja 80 Baik
7 Kursi 150 Baik
9 Pesawat telepon/faks. 8 Baik
10 Mesin Tik 15 Baik
11 Komputer 46 Baik
12 Note Book/Laptop 33 Baik
13 Printer 27 Baik
14 Scanner 3 Baik
15 Paper Sheredder 1 Baik
16 Projector 3 Baik
17 Layar 3 Baik
19 Handphone 15 Baik
20 Camera Digital 4 Baik

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian DPPKB Kota Bandung Tahun 2021
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Lokasi Kantor DPPKB cukup strategis berada di tengah kota Kota
Bandung memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor
DPPKB sehingga memberi peluang untuk menyelenggarakan
kegiatan secara lebih efektif dan efisien, hanya saja kondisi
bangunan yang cukup berusia sehingga membutuhkan ruang kerja
yang lebih representative dan keterbatasan ruang kerja yang dapat
menampung sumber daya manusia yang lebih banyak

membutuhkan banyak perbaikan pada Gedung kantor.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan
pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas cukup memadai
seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan
(komputer, printer, scanner dan lainnya) dengan anggaran untuk
pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan dalam
pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi aset (barang dan
kendaraan) serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang

memadai untuk barang dan dokumen produk DPPKB.

2.3 Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Bandung
Kinerja Pelayanan DPPKB pada Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang utama berkaitan dengan
urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu urusan Pengendalian
Penduduk dan wurusan Keluarga Berencana dengan focus pada
pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Target kinerja
merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara
berkala dan dievaluasi pada akhir periode Renstra. Target kinerja terdiri
dari sasaran Program yang merupakan hasil yang akan dicapai dari
suatu program, dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Strategis DPPKB (sebagaimana tertera pada Bab II) yang mencerminkan
berfungsinya keluaran, termasuk didalamnya Indikator
Program/Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja Eselon II beserta
kegiatan yang akan dilakukan (termasuk Indikator Kinerja
Kegiatan/IKK) yang mengindikasikan Lkeberhasilan pencapaian
keluaran (output) dari suatu kegiatan untuk mencapai target/sasaran

program dan IKU (outcome) yang telah ditetapkan.
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a. Sasaran : “Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan
kualitas Keluarga”, dengan Kebijakan Indikator Sasaran
Program :

Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna,
Mandiri, dan Berkembang.

b. Program Pengendalian Penduduk memiliki sasaran program
“Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas
Keluarga”, dengan Indikator Sasaran Program:

Total Fertility Rate (TFR) Maksimum.
Cc. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

(KS), memiliki sasaran program “Meningkatnya ketahanan
keluarga”, dengan Indikator Sasaran Program :
Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga).

d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daereh
Kabupaten/Kota DPPKB memiliki sasaran program
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi,
dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah
dengan Nilai IKM "Baik”.

Program Bangga Kencana diimplementasikan oleh seluruh bidang yang
ada di DPPKB, meliputi antara lain :

1) Bidang  Pengendalian  Penduduk, dengan sasaran
meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga
yang kinerjanya akan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja
yaitu Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna,
Mandiri dan berkembang dan Total Fertility Rate (TFR)

Maksimum.

2) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, dengan sasaran
meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga
yang akan diukur kinerjanya melalui 2 (dua) indikator kinerja
yaitu Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna,
Mandiri, dan Berkembang dan Indeks Pembangunan
Keluarga (IBangga).

3) Bidang Keluarga Berencana, dengan sasaran meningkatnya
pengendalian penduduk dan kualitas keluarga yang akan
diukur kinerjanya melalui indikator kinerja yaitu Total
Fertility Rate (TFR) Maksimum dan cakupan kampung
keluarga berkualitas paripurna, mandiri, dan berkembang.

4) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan
sasaran meningkatnya ketahanan keluarga, yang akan
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diukur kinerjanya melalui 2 (dua) indikator kinerja Indeks
Pembangunan Keluarga (Ibangga) dan cakupan kampung
keluarga berkualitas paripurna, mandiri, dan berkembang.

Penjabaran/turunan dalam mewujudkan sasaran program,
sasaran Unit Eselon II beserta IKU yang telah ditetapkan, telah
disusun target kinerja pada level kegiatan (Unit Kerja Eselon II)
beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang disampaikan
sebagaimana Lampiran (Matrik Kinerja dan Pendanaan DPPKB

sebagai berikut :
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Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Bandung

Kondisi Kondisi
Kondisi Kinerja Kinerja
Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun pada Akhir Realisasi Capaian Setiap Tahun pada Akhir
Indikator awal periode Periode Periode
RPJMD RPJMD RPJMD
Tahun Awal | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun Tahun | Tahun Tahun | Tahun | Tahun Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2023
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
72,29% 72,50% 73% - - - 74,50% 75,28% | 76,24% - - - 74,50%
Persentase peserta
KB aktif
N/A 71,06% | 74,56% - - - 86,26% 71,07% | 74,73% - - - 86,26%
Persentase
kelompok tribina
aktif
2000 2500 2625 - - - 3040 2528 3410 - - - 3040
Jumlah peserta KB Pasangan Pasangan
baru Akseptor Akseptor
15 20 31 - - - 58 20 31 - - - 58
Jumlah Kampung Berencana Kampung Kampung
KB aktif KB KB
Kriteria Kampung Keluarga 79,56 - - 80,56 81,56 82,56 82,56 - - 80,66 - - 82,56
Berkualitas Lingkup Persen Persen
Penyuluhan dan
Penggerakan
Kriteria Kampung Keluarga 89,23 - - 90,23 91,23 92,23 92,23 - - 90,23 - - 92,23
Berkualitas Lingkup Persen Persen
Keluarga Berencana
Kriteria Kampung Keluarga 87,69 - - 88,69 89,69 90,69 90,69 - - 88,69 - - 90,69
Berkualitas Lingkup Persen Persen
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Rumah Dataku Aktif 24,62 - - 36,92 - - 24,62 - - 36,92
24,62 30,77 36,92 Persen Persen
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Kondisi Kondisi
Kondisi Kinerja Kinerja
Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun pada Akhir Realisasi Capaian Setiap Tahun pada Akhir
Indikator awal periode Periode Periode
RPJMD RPJMD RPJMD
Tahun Awal | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun Tahun | Tahun Tahun | Tahun | Tahun Tahun
2019 2020 2021 2022 2023 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2023
Sekolah Siaga 10,91 - - 30,91 - - - - 30,91
Kependudukan Aktif 16,36 23,64 30,91 Persen Persen
Angka Pemakaian 76,24 - - 76,27 76,92 77,57 77,57 - - 77,24 - - 77,57
Kontrasepsi/mCPR Persen Persen
Cakupan Kebutuhan KB 13,19 - - 13,00 12,00 11,00 11 Persen - - 13,00 - - 11 Persen
yang Belum Terpenuhi
(Unmeet Need)
Cakupan laporan 70,00 - - 80,00 90,00 100,00 100 Persen - - 80,00 - - 100 Persen
kependudukan dan keluarga
melalui aplikasi SR BKKBN
yang akurat dan tepat waktu
Nilai Variabel Ibangga N/A - - - 53,09 54,07 54,07 - - - - - 54,07
lingkup Ketahanan dan Indeks Indeks
Kesejahteraan Keluarga
Nilai Variabel Ibangga N/A - - - 48,13 48,58 48,58 - - - - - 48,58
lingkup Penyuluhan dan Indeks Indeks
Penggerakan
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 1388 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPPKB Kota

Bandung maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh DPPKB Kota Bandung

adalah sebagaiberikut:

1.

10.

11.

menyelenggarakan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis,
program kerja, dananggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

. mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan

secara efektif dan efisien;

. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum

Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;

membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan

produktivitas kerja danpengembangan karier bawahan;

melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan,
pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan pegawai;

memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi;

mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian

penyusunan,
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;
melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas
lingkup Dinas;

melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan
perundang- undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan

masyarakat di lingkungan Dinas;

melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi
penetapan Rencana Strategis daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD,
Renstra dan Renja, serta RencanaStrategis lainnya sesuai dengan ketetentuan

peraturan perundang-undangan;
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12.melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi
penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan

laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13.memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas

sesuai dengankewenangannya dalam lingkup Dinas;
14.membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Dinas;

15.melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan lingkuppengendalian penduduk dan keluarga berencana;

16.menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas dalam lingkup

pengendalianpenduduk dan keluarga berencana;

17.merumuskan kebijakan teknis Daerah lingkup pengendalian penduduk dan

keluargaberencana;

18.menyelenggarakan dan mengoordinasikan perencanaan, implementasi dan

evaluasi kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana,;

19.menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengendalian

penduduk dankeluarga berencana;

20.melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

21.menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan melaksanakan tugas

lainnya dari Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Bandung

— Rasio antara Realisasi dan Rata-rata
, Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Uraian Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi
i) (2) 13) (4) (5) (B) {7) (8) (9) (10) (1) N2y 3y ) 4 [ 05y (&) (7 (18)
P Pel
rogram Felayanan 4.022.007.551,00 3340073907 | 3.440.593.074 353463305 | 3520732496 | 3.217.606.041 2.679.299.198 2752474459 | 2825470716 2.823.785.997
Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber 152.103.360,00 126,654 513 130.115.561 133 552.074 133486 615 121,682,688 101323610 104.082 448 106.541 658 106789202 [ 1:08|1:08| 1:08|1:08]1:08] 3% 10%
Daya Air dan Listrik
Kegiatan Penyediaan
Jasa Peralatan dan £1.289.502,00 51.034.981 52429597 53514328 53.767.951 49.031.602 40.527.984 41,943 678 43.051 462 43030361 [ 1:08]1:08] 1:08|1:08] 1:08] 3% 10%
Perlengkzpan Kantor
Kegiatan Penyediaan
Jaca Pemeiharaan éan 103.482.000,00 86.168.131 86.522.820 30.660.818 30.616.264 82.785.600 58,934,505 70.818.256 72688654 72653007 [ 1208 1:08] 1:08 | 1:08] 108 3w 10%
Perizinan Kendaraan
| DinasiOoerazional
Kegiatan Penyedian 109.800.000,00 91429 049 93 827501 55 408.243 95 360.990 87.840.000 73.143.239 75.142.001 77.126.594 77008792 | 1-08|1:08) 1:08]1:08]1:08] am 10%
Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan Penyediaan
Jasa Perbaikan Peralatan 45 400.000,00 37.803.997 38.637.054 39.862.769 39843251 36.320.000 30.243.197 31.069.643 31.890.23 31674601 [ 1:08]1:08] 1:08|1:08] 1:08] 3% 10%
Kerja
. K*E:‘:“ Penyediaan Alat 223.009.583,00 185687 222 180.771.711 185 610.228 185.714.254 176,407 674 148557 778 152.617.368 156,648,152 156571403 [ 1:08]|1:08] 1:08|1:08]1:08] 3% 10%
us ntor
Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan 167.248.000,00 139.265.260 143.070.917 146 849 587 146777 621 133.798.400 111.412.208 114456734 117.478.678 117422007 | 1:08|1:08| 1:08|1:08]1:08] -3% 10%
Penggandaan
Kegiatan Penyediaan
E:[;E”;;“e'r:‘;:” 30.280.760,00 25.214.400 25.903.426 26.587 567 26574536 24.224.608 20.471.520 20.722.740 21.270.054 21259628 | 1:08]1:08] 1:081:08]1:08] 3% 10%
Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan
egiatan renyediaa 34,285 100,00 78.518.316 B0.663.963 52794398 82753817 75 436,080 52,614 654 £4.531.170 £6.235513 se203.054 | 1-08|1:08) 1:08]1:08]1:08] % 10%
Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan Penyediaan
Bahan Baczan dan 39.072.000,00 32534752 33423819 34.306.583 34289 769 31.257.600 26.027.802 26.739.055 27445 267 27431815 1208 1:08] 1:08 | 1:08] 1:08] 3% 10%
Peraturan Perundang-
undangan
Kegiatan Penyediasn 382.256.400,00 318.301.657 326.999.765 335 636.254 335471746 305.606.720 254641326 261.599.626 268.509.003 266.377.387 | 1:08] 1:08] 1:08|1:08]1:08] 3% 10%
Makanan dan Minumzn
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. Rasio antara Realisasi dan Rata-rata
. Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Uraian Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
2019 2020 204 2022 2023 2019 2020 201 2022 2023 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran |Realiaasi
i 2) B3) ) (3) ) (7} 8) @ {10) {11 02| 03 [ 04 |05 06| an | (8
Kegiatan Rapat-rapat
Koomdinasi dan Konsultasi ke E76.768.000,00 553.536.842 57E.936.440 594226958 593935676 541.415.200 450.529.479 453148152 475.381.404 475148493 | 1:08|1:08) 108 | 1:08|1:08] 3% 10%
Luar Daerah
Hegiatan Penyediaan
Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi 1.753.988 636,00 1.460.533.924 1.500.444 544 1.540.073.244 1.538.318.393 1.403.198 869 1166426497 1.200.355.745 1.232.058.595 1231454718 | 1: 08108 1-08 1 08108 3% 10%
Perkantoran Teknis
Perkantoran
Kegiatan Penyediaan 73.200.000,00 50.952 639 B2 618.334 4.272 162 54,740 6D 56.560.000 48,762,159 50.084 66T 51.417.730 51392528 | 1:08|%-08|1:08|1:08]1:08] -3% 0%
Jasa Pengamanan Kanior ' : : : :
Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan,
Pengamanan dan 10.800.000,00 91429 049 %3.927 501 95,408 243 95,360 980 87.840.000 73143238 75.142 001 77.126.584 7ro8aTez | 1:08|1-08| 108 1:08]1:08] 3% 10%
Pengemudi Kendaraan
Operasional Kantor
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana B62 930,861 00 1059223047 | 1.165.146.342 1.281.880 978 1.409.827.074 770,344 689 847.379.158 B§32.117.073 1.025.328.781 1.127.881.858 10%
Aparatur
Hegiatan Pemetharaan 147.246.367,00 1641.938.037 178.131.540 185.945.02¢ 215539527 17.773.118 128,550,428 142505472 156.756.020 172431621 [1:08|1:08| 1:08[1:08|1:08] 10% 10%
Rutin/Berkala Gedunyg Kantor ' : : :
Hegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan B15.714.464,00 897.285.940 BE7.014.501 1.085.715.952 1.194 287 547 652571571 TIT.828728 TBE.611 601 268572761 955430037 | 1:08 | 1-08| 108 |1 08[ 108 0% 10%
Dinas/Operasiona
Program Peningkatan 128.000.000,00 140.800.000 154 880.000 170.368.000 187.404 800 102.400.000 112.640.000 122.004.000 136.204.400 140923 840 0%
Diziplin Aparatur
Hegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta 128.000.000,00 140,800,000 154.880.000 170.368.000 187 404 500 102.400.000 112.640.000 123.904.000 136.294.400 120923840 [ 1:08| 1:08| 1:08 | 1:08]1:08] 0% 10%
Perlngkapannya
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana 136.700.000,00 150.370.000 165.407.000 181.947.700 200.142.470 108.360.000 120.296.000 132.325.600 145.558.160 160.413.678 10%
Aparatur
Kegistan Pemki
qre::':\:;u_::" maan 136.700.000,00 150.370.000 165.407.000 181.947.700 200.142.470 109.360.000 120.296.000 132.325.500 145.558.160 160.113.976 | 1:08|1:08| 1:08 | 1:08|1:08] 0% 0%
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana 140.215.000,00 155.006.500 170.507.150 187.557.865 206.313.652 112.732.000 124.005.200 136.405.720 150.046.202 165.050.821 10%
Aparatur
Pengembangan Database
Terpadu dan Sistem 140.945.000,00 155.006.500 170.507.150 187.557.065 206313652 112.732.000 124.005.200 136.405.720 150,046,262 165050821 [ 1:08]1-08|4:08|1:081:08] 0% 10%
Informasi Perangkat Daerah




. Rasio antara Realisasi dan Rata-rata
. Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Uraian Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
2019 2020 204 2022 2023 2019 2020 201 2022 2023 2019 ) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran |Realisasi
{1 (2) 3 ) i5) (6) (7) ) )] (10) (11) 2y | (3 & | (5 ey | O (18)
;“’E'”’m Keluarga 6.202.814.500,00 6536403750 |  6.888.210.815 7.282.152.9T1 7.656.500.396 |  4.875.640.400 4.028.262.600 5.105.388.727 5.4T7.044.505 5.776.905.552 5%
grencana
Kegiatan Jaminan
Pelayanan Keluarga 209.240.000,00 230.164.000 253 180 400 273498 240 306.328.284 167.392.000 184.131.200 202 544 320 222 798752 245078627 | 1:08|1:08| 1:08|1:08[1:08] 0% 10%
ErENCangd
Keagiatan Bantuan
Operasional KE (DAK Non 4,392 369.000,00 4611.067.450 | 40542586823 5.064.716.164 5.338.051.072 | 3.284.276.750 3.458.990.595 3.631.940.147 3.813.537.123 4.004.213.679 |1:075[1:075)1: 07510751075 5% 5%
Fisikl
Kegiztan Sub Bidang K8
rm:i'_ _:IF ub Biaang 1.330.675.000,00 1406656750 | 1.476.994 658 1.550.641.272 1626.363.335 |  1.004756.250 1.054.994.063 1.407.742.766 1.163.130.854 1.221.267.502 |1-075\1:075[1:075) 0751078 5% 5%
-
Hegiatan Pemkinaan dan 168.462.500,00 185.308.750 203,838,625 224223588 246545 845 134.770.000 148 247,000 162.071.700 179.378.870 187316757 | 1:08|1:08| 1:08|1:08]|1:08] 0% 10%
Peningkatan Kepessrtaan KB ! ! ! ! !
Fegiatan Pengadaan dan
Pengendalian Distrkusi Alat 93.068.000,00 102.374.800 112.612.280 123.873.508 136.260.859 T4.454 200 81.899.840 90.089.524 99.092.806 100.008.687 | 1:08|1:08] 1:08|1:08]1:08] 0% 10%
Obat Kontraseps
g“’ir:d"’ :9“9“""" n 857.380.000,00 943.118.000 | 1.037.420.800 1141472780 1.255.290.058 685.904.000 754494 400 £20.843 840 912.038.224 1.004.232.048 10%
en u
Kegiatan Penyusunan
Data dan Informasi 247.530.000,00 272.283.000 299.511.300 329.462.430 362408673 198.024.000 217 826,400 239.506.040 263.569.944 289.926.838 | 1:08|1:08| 1:08 |1:08[1:08] 0% 10%
Penduduk dan Keluarga
Fegiatan Perumusan
Penyebaran Penduduk dan 340.260.000,00 374206 000 444,794 600 452,936 060 438174 666 272.208.000 269 428 800 379,371 680 362.308.848 192530733 | 1:08|9:08| 1:08 |1:08[1:08] 0% 10%
Helarga
Hegiatan Pemit
Saiatan Fembmaan 268.560.000,00 296,549 000 36.203.900 358.824 290 334706749 245.672.000 237,236,200 260.963.120 287.059.432 315765375 [ 1:08 | 1:08] 1:08 |1:08]1:08] 0% 10%
Wawasan Kependudukan ! ! ! ! !
;“’E'”’"“ Promasi Keluarga | 4 n4s 0g4 000,00 1103.304.400 | 1.213.634.840 1.334.908.324 1.488.498.158 802.403.200 882843520 870.807 872 1.067.298.658 1.174.798.525 10%
arancana
Kegiatan Advokasi dan _ . -
I 245.000.000,00 269.500.000 296.450.000 326.095.000 358.704.500 196.000.000 215.600.000 237.160.000 260.876.000 286.963.600 | 1:08|1:08| 1:08 |1:08[1:08] 0% 10%
Kegiatan Pend
FEIiEN FEnaayagunaan 251.902.000,00 277.092.200 304.801.420 335.281.562 368.809.718 201.521.500 221 673760 243 841136 268.225.250 205047775 [ 1:08| 1:08) 1:08 [1:08|1:08| 10w 10%
Penyuluh dan Kader KB
Kegiatan Penyuluhan,
Komunikasi dan Edukasi 506.102.000,00 556.712.200 £12.383.420 673.621.762 740.943.938 £04.881.500 445 360,760 480.906.736 538.897.210 592787954 | 1:08|1:08| 1:08 |1:08[1:08] 0% 10%
(KIE}
Program Kstahanan
Keluarga 808.534.000,00 289,387,400 878.326.140 1.078.158.754 1.183.774.620 646.827.200 711.500.920 TBLE60.912 860.027.003 247012704 10%
BKSQQ'“‘“' BKE, BHL dan 165.272.000,00 181.799.200 199,679 120 219.977.032 241974735 132247500 145.439.360 150 983 296 175.981.626 193579788 | 1:08|1:08| 1:08|1:08]|1:08] 0% 10%
Hegiatan Pemberdayaan _ o N
) 384.140.000,00 £33.521.000 AT6.873.100 524560210 ST7.016.45¢ 315.282.000 346.816.300 381.498 480 419,548,328 251513961 | 1:08|1:08| 1:08 |1:08[1:08[ 0% 10%
Felarga Sejahiera
- Kegiatan Ketahanan 248.152.000,00 774.067_200 301.473.920 331.621.312 364743443 199321 600 219.353.760 241.179.136 265,297,050 291826755 | 1:08|1:08| 1:08 [1:08[1:08| 10% 10%
emaa




Uraian

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020 2021

2022

2023

2019

2020 | 2021 | 2022

2023

Anggaran |Realiaasi

()

(2

3

i4)

(3)

(6)

(7}

(8] i%

(10)

{11}

(12)

(13) | (14 | (15)

(16)

{17 {18}

22 253.176.600

40.879.605.542

44 957.566.096

J2.703.684.434

35.974.052.877

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

11.705.318.8600

13.801.801.042

14.596.891.024

- 8.410.278.420

11.121.440.834

1167712875

Perancanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinarja Perangkat
Dasrah

0 128974730

179.072.400

188.026.020

o a4 876,100

143.257.920

150.420.818

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

o 16.412.750

44432400

46 654 020

a 13.826.500

35545920

37323 M8

B8%

B3%

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinefja dan
Ikhtisar Realisasi Kinera

o 90 402 000

78.000.000

81.900.000

a T4 080 600

62.400.000

65.520.000

%

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

0 21 260.000

56.640.000

T9.472.000

0 £.240.000

45.312.000

AT 377600

B3%

6%

Adminizstraai Keuangan
Perangkat Dasrah

0 B.520.872.T74

0.501.083. 288

10.071.581.452

] 6.033.188.664

T.8TL.57T0.630

8.057.240.162

Penyediaan Gaji dan
Tuniamaan ASH

o 8435404 774

©.556.409 238

10.034 324 252

a 6.099 408 664

TE45.189.430

8.027.459.402

9%

Pelaksanaan Penatausahaan
dan PengujanVerifikasi
Heuwangan SKPD

o 7.072.000

21.840.000

22.932.000

0 1.768.000

17.472.000

18.345.600

107%

T%

Hoordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

0 6.552.000

6.552.000

B.879.500

0 £.552.000

5.241.800

5.503.680

%

4%

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan

Bulanan Triwulanan Semeste
ran SKPD

0 21 B40.000

7.072.000

74258600

0 S.480.000

S.657.800

5.940.480

1:025(1:08[1:08

%

Adminiztrasi Kepegawaian
Perangkat Dasrah

- 186.300.000

447440950

483.622.448

183.T46.000

354730060

IT2.407 958

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut

Holommbanomey

0 186500000

157.250.000

165.112.500

0 1B3.746.090

125.800.000

132.090.000

1:0%B(1:0B[1:08

-13%

Pendidikan dan Pelatihan

Pesawai Berdasarkan Tuaas

286.199.930

300.509.948

228.859.960

240,407 %538

5%

5%

Adminiztrasi Umum
Perangkat Dasrah

] 640537556

1.074.000 884

1127700 928

1] 107 864054

850200707

02160743
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Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

2019

2020

201

2022

2023

2019

2020 2021

2022

2023

2019

2020 | 201

2022

2023

Anggaran

Realiaasi

{1

()

3

4

(3)

(7)

@) i

{10

{11}

12}

(13 | (14

(13}

{18}

{17}

{18)

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

0 23020300

23.020.300

24.171.345

i B.462.900

18.416.240

19.337.052

3%

95%

Penyediaan Peralatan dan
Periengkapan Kantor

0 200.605.056

237.966.300

240864615

] 165.670.580

190.373.040

199.891.692

12%

Penyediaan Peralatan
Rumah Tanaog

H T4.091.900

89.871.900

94385495

a B1.011.724

71.897.520

75492 398

13%

Penyediaan Bahan Logistik
Kantne

] 176.218.800

303.180.800

31£.339.840

0 100.656.000

247 544 640

254.871.872

8%

T3%

Penyediaan Barang Cetakan
dan
Penggandaan

0 62.0:39.500

136.029.584

142.831.063

] 32.398.750

108.823.667

114264851

B2%

120%

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

0 37.092.000

37.092.000

3946 600

0 27.819.000

28673600

31.157.280

%

6%

Penyelenggaraan Rapat
Hoordinasi dan Konsultasi
SHPD

o B5.ET0.000

246.840.000

258.182.000

i 3.846.000

197 472.000

207.345.600

137%

2520%

Penysdiaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daserah

0 1.217.557.520

1.210.257.520

1.280.220.308

1] 822 215212

BT3.406.016

102417617

Penyediaan Jasa Surat
Mepyurat

H 3.200.000

5.000.000

5.250.000

a 3.300.000

4.000.000

4.200.000

28%

12%

Penyediaan Jasa

Homunikasi, Sumber Daya
Rie dan | gtk

0 215.450.000

215.450.000

0 E0.800.582

172.360.000

180.978.000

1:032

%

TE%

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

o 998 807 520

998807 520

1.048.747 896

i 749.105.620

799.046.018

838.998. 117

1:0,75

3%

B%

Pemsliharaan Barang Milik
Dasrah Penunjang Urusan
Pemerintahan Dasrah

0 1.011.676.000

1.304.057.000

1.463.730.830

1] 878387 400

1915245 800

1.171.007 880

Penyediaan Jasa
Pemelharaan, Biaya
Pemelharaan dan Pajak
Hendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

0 E12.110.000

T97.4530.000

795.322.500

i SE4ATO.200

605.960.000

536.258.000

1:0,%0

149
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Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

2019

2020

201

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020 | 2021 | 2022

2023

Anggaran | Realisasi

U]

)

(3)

i)

3

-

()

()

8

)]

(10

(1)

(12

(13| (4 | 115

(16)

{17 (18)

Penyediaan Jasa
Pemelharaan, Biaya
Pemelharaan, Pajak, dan
Pernan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

0 310.810.000

310.810.000

328.350.500

299.959.700

248.645.000

261.080.400

1:086(1:08

% 4%

Pemelharaan/FRehakitas
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainmya

0 55.006.000

218.611.000

229.541.550

174.8858.800

183.633.240

151% 5%

Pemelharaan/Rehakiitas
Sarana dan Prasarana
Gedung

Kantor ataw Bangunan
Lainnya

33.750.000

35.437.500

27.000.000

28.350.000

5% 5%

Pemelharaan/FRehakitas
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

0 33.750.000

73.436.000

77.107.800

23.957.500

SB.748.800

61.686.240

1:0,7011:08

B1% 5%

PROGRAM
PENGENDALIAN

0 372.634.600

238.623.200

JET.604.360

311.436.300

407.964.200

428.363.040

|EEH LI IR
Pemaduan dan
Sinkroniaasi Kebijakan
Pemarintah Dasrah
Provinzi dengan
Pemerintah Dasrah
KabupatenKota dalam
rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk

L] 35.516.600

134.482.000

138.066.600

34.632.600

105.183.600

110.453.280

Penguatan Kefasama
Pelaksanaan
Pendidikan
Hependudukan Jalur

0 55.516.600

131.492.000

138.066.600

54 632 600

105.193.600

110.453.230

1:088[1:08

1:08

1% 45%

Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk
Cakupan Dasrah
KabupatenKota

L] HT.118.000

428.131.200

440 537760

256.803.700

302.771.200

37900760

Penyusunan Profi
Hependudukan
¥elarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga

0 110.912.000

1158.054.000

123.956.700

80.782.000

G4.443 200

99.165.360

1:072|1:0,8

1:08

6% 11%

Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Sistem
Informasi Keluarga

0 206.205.000

260.410.000

273.430.500

176.021.700

208.325.000

218.744.400

1:0,8511:08

1:08
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Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

2019

2040

201

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2019 | 2020 | 2021 | 2022

2023

Anggaran | Realsasi

{1

(2)

(3)

)

(5

{6)

(1)

(8)

()]

(10

(11)

12 | 03| 0 | (19)

(16)

(17) (18)

Penyediaan Data dan
Informasi Keluaria

49.667.200

52.150.580

38.733.760

41.720.443

- - 1:08

1:08

5% 5%

PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENGANA
(KB)

0 8.708.048.001

12585835430

13.213.127.223

3341734703

9.888. 820 080

10.383.271 438

Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk
dan KB sasuai Kearifan
Budaya Lokal

L] 645225 200

1.412.578.000

1168 206 900

ST 466.815

814144 000

854.851 200

Advokasi Program KKBPE
kzpada
Stakeholders dan Mitra Kerja

4.375.000

4.593.750

2.500.000

3873.000

3% %

Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Program
KHBPK sesuai Kearifan
Budaya Lokal

0 283 985 000

431.410.000

452 980.500

268 653.000

345.128.000

362.384.400

28% 1%

Penyediaan dan Distribuwsi
Sarana KIE Program KKBPK

0| 282939 200

251.281.415

- [1:088

#DIVID | 2Dt

Promesi dan KIE Program
HKBPK Melalui Media Mas=a
Cetak dan Elektronik seria
Media Luar Ruang

o 78.300.000

113.895.000

119.589.750

77.532.400

81.116.000

95.671.800

- |1:088]1:08

% | 1%

Pelaksanaan
Mekanisme Operasional
Program KKBPE melalui
Rapat Kooedinasi
Kecamatan (Rakorcamy)
Rapat Koordinasi Desa
(Rakardes), dan Mini
Lokakarya (Minikok)

468.000.000

491.400.000

3T4.400.000

393.120.000

3% %

Pengendalian Program
HHBPK

94.898.000

99,642,900

75.918.400

T9.714.320

5% 5%

Pendayagunaan Tenaga
Penyuluh KB/Patugas
Lapangan KB [PKB/PLKS)

L] 2.011.600.000

4434 850,000

4 656 382500

1.473.820 600

3.547.720.000

3.725.106.000

Pembinaan IMP dan Pragram
KHBPK di Lini Lapangan oleh
PHBIPLKB

#DIViD | #D0D!
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Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realizasi dan

Anggaran Tahun ke-

Ratarata
Pertumbuhan

2019

2020

201

2022

2023

2019

21

2022

2023

2019

2020 | 2021 | 2022

2023

Anggaran | Realizasi

U]

(3

i)

(3

16)

(7)

)]

{10)

{11}

(12)

(13) | (14 | (19)

(16)

(17 (18)

Penguaian Pelaksanaan
Penyuluhan.
Penggerakan, Pelayanan
dan Pengembangan
Program KEBPE untuk
Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh
Lapangan Keluarga
Berencana (PEB/PLKB)

SOV | #D0D!

Penggerakan Kader Insitusi
Masyarakai Pedesaan [IMF]

0 2.011.600.000

4.434.850.000

4.856.382.500

1.473.820.600

3.547.720.000

3.725.108.000

1:0,73|1:08

1:08

B3% 3%

Pengandalian dan
Pendiatribuaian Kebutuhan
Alat dan Obat Kontrasepai
sorta Palakaanaan
Pelayanan KB di Dasrah
Kabupaten/Kota

0 Jaarenem

4,820,004 000

3.071.404 6435

2006 473800

3.862.005.020

4057193718

Pengendalian
Pendistriousian Alat dan
Obat Kontrasepsi dan
Sarama Penurjang
Pelayaman KB ke Fasilitas
Hesehatan Tesmasulk
Jaringan dan Jejarngnya

0 344 230,000

£3.450.000

66.622.500

290.774.000

50.760.000

33.298.000

1:0,90|1:08

-38% -3a5

Peningkatan Keserfaan
Penggunaan

Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang [MK.JP)

] 2226144000

3.593.267.900

3.772.831.295

T57.742.650

2.874.614.320

3018345038

3% 142%

Peryusunan

Rencana Kebutuhan Alat
dan Cbat Kontraseps
[{Alkkon) dan Sarana
Penunjang

Pelayanan KB

47 914 000

50.308.700

38.331.200

40247 T80

5% 5%

Penyediaan Sarana
Penunjang

Bglayyaman KE

0 1.910.280.804

843.675.000

885.858.730

TB0.885 240

674.940.000

708.587.000

-10% 3%

Pembinaan Pasca Pelayanan
bagi Peserta KB

0 102000 000

128.520.000

134 946.000

102.000.000

102.816.000

107 956.800
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Anggaran pada Tahun ke-

Realizasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

201

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023 | Anggaran | Realisasi

(1)

(2)

(3

i4)

(3

~

(6)

(7

(8)

2]

(10

({11

(12)

(13)

(14

151
il J

(16) | (17 (18)

Pembinaan Pelayanan
Kelarga Berencana dan
Hesehatan Reproduks d
Fasiitas Kesehatan termasuk
Jaringan dan Jejarngnya

45.600.000

47 880.000

36.480.000

38.304.000

1:0.8 % 5%

Promosi dan Konssling
sesehatan

Reproduksi, sera
Hak-Hak Reproduksi d
Fasiitas

Yeschatan dan
Kelompok Kegiatan

0 7.800.000

27.904.000

29,209,200

7.800.000

22,323,200

23.439.350

1:08] 131% SE%

Dukungan Operasional
Pelayanan KB Bergerak

0 37.168.000

79.664 000

83 647200

37.168.000

63.731.200

66.917.760

1:0.8 B0% 6%

Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran asrta
Organiaazi
Kemaayarakatan Tingkat
Dasrah Kabupaten/Kota
dalam Pslaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

LI 2.223 580000

2.208.812.550

2310043478

1.463.803.400

1.862.870.040

1.748.118.542

Integrasi Pemiangunan
Lintas Sekior di Kampung KB

129.800.000

136.395.000

103.820.000

109.116.000

1:08 5% 5%

Pelaksanaan dan
Pengslolaan Program
KKBPK di Kampung KB

0 1.527 620.000

1.052.250.000

1.104 862500

TBZ496.000

841.800.000

883.890.000

1:0,51

1:0.8] -13% 6%

Pembinaan Tepadu
Kampung KB

0 E335.970.000

1.026.462.550

1.077.783.678

BE1.497 400

821.170.040

862 228.542

1:097

1:0.8 26% 13%

PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA
(K3)

0 1467 173,360

13.832.343.850

14.323.963.143

8235.382 3080

1.063.876.680

1M.818170.514

Pelaksanaan
Pembangunan Kaluarga
melalui PFembinaan
Ketahanan dan
Kesajahteraan Keluarga

LI 1.433.335.360

13.501.207 850

14.270.862.742

T91.542.380

10.873.038.280

11.418.600.194
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Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

2019

2020

204

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2041

2022

2023

Anggaran | Realisasi

(1)

(2

(3

i4)

(3)

=

{6)

(M

(8)

)]

(10

(11}

(12)

(131

(14

151
il J

(16)

{17) (18)

Pengadaan Sarana
Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan
Fesejahizraan

Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PFPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekenomi
KelargalUPPKS)

0| 631.683.399

GB7.247.950

1.036.610.348

509.365.899

788.798.360

§29.283.273

1:0,78

1:08

1:08

28% 3%

Orientasi'Pelabhan Teknis
Pelaksana/Kader Ketahanan
dan Kesejahieraan
Felarga (BKB, BXR,

BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekanomi
Kelarga/UPPKS)

0| 60.560.000

848.170.000

891.628.500

40.660.000

678.336.000

713.302.800

1:0867

1:08

B34% T88%

Penyediaan Biaya
Operasional bagi Pengelola
dan Pelaksana (Kader)
Ketahanan dan
Kesejshieraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL PPPKS, PIK-
? dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Kelarga (BKB, BKR,

BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekemnomi
KelargalUPPKS)

1.326.840.000

1.883 182,000

9.061.472.000

9.514.545.600

1:08

% %

Penyediaan Biaya
Operasional kagi Kelompok
Kegiatan Ketashanan dan
Fesejahizraan

Felarga (BKB, BXR,

BKL, PFPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Kelarga/UPPKS)

0| 609.500.000

130.600.000

DIV | #DINID!

Promeosi dan Sosialisasi
Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan
Kesejahieraan Keluarga
(BKB, BKR,

BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekenomi
KelargalUPPKS)

0| 70.408.000

225.609.900

236.890.395

69.732.500

180.487.920

189.512.316

1:0,99

1:08

113% EZ%
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Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realizasi dan

Anggaran Tahun ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

2019

2020

201

2022

2023

2019

2021

2022

2023

2019

2020 | 2021 | 2022

2023

Anggaran

Realisasi

)

2

13)

4)

3)

P

'."-'-'l:|

(M

(%

(10

{11

{12

13 | o4 | 5

{16)

{17

{18)

Promosi dan Sosialisasi
Helmpok Hegiatan
Hetahanan dan
Kesejahieraan Keluarga
(Menjadi Orang Tua Hebat
Generas Berencana,
Helanjutusiaan seria
Pengelolaan Kzuangan
Kelama)

] 41.184.000

202.430.000

212.551.500

41.184.000

161.944.000

170.041.200

198%

148%

Pelaksanaan dan
Peningkatan Peran Serta
Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat
Dasrah Kabupaten/ Kota
dalam Pembangunan
Keluarga Malalui
Pembinaan Ketahanan dan
Kesajahteraan Keluarga

0 13 B40.000

241.048.000

253100 400

33,840,000

182 838 400

202480320

Pendayagunaan Mira Kerja
dan Organisasi
Hemasyarakatan dalam
Penggerakan Operasicnal
Pembinaan Program
Ketahanan dan
Hesejahieraan

Kelama (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
KelamallPPKS)

] 33.640.000

241.048.000

253.100.400

33.840.000

192.838.400

202.480.320

308%

23m%

Promosi dan Sosialisasi
Program Kefahanan dan
Hesejahizraan

Helama bagi Mita Kerfa

#DIVID!

#DIVID!
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKB

2.4.1

2.4.2

Berdasarkan Tugas dan Fungsi utamanya berkaitan dengan

penyusunan dokumen Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta

kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPPKB Kota Bandung:

Tantangan

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia DPPKB sebagai tenaga
penggerak program Bangga Kencana lini lapangan di kewilayahan.

2. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki
kemampuan dan kompetensi sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya;

3. Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa
digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan
kebijakan.

4. SOP untuk sebagian kegiatan pada DPPKB belum disusun serta SOP yang
telah adabelum diterapkan secara optimal.

5. Minimnya pemahaman lintas sectoral terakit integrasi program
Kampung KB.

6. Menurunnya animo masyarakat untuk partisipasi dalam program Keluarga
Berencana.

Peluang

1. Manajemen SDM berbasis kinerja yang lebih baik dengan menerapkan
mekanisme
reward and punishment sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Penyempurnaan SOP dengan menggunakan standar internasional dalam
manajemen mutu dengan resertifikasi implementasi ISO 9001:2015;

3. Optimalisasi dan integrasi sistem informasi (IT) yang sudah ada dalam Sistem
Informasi Keluarga Berencana (SIDUGA) yang dikembangkan melalui
optimalisasi pemanfaatan aplikasi siKeren oleh lini lapangan.

4. Menetapkan pola koordinasi dalam penanganan masalah lintas sektoral.

5. Promosi secara luas tentang program KB dan mempermudah akses layanan

Keluarga Berencana.
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3.1

3.2

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Bandung

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan

keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung yang berkaitan dengan penyusunan

dokumen pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka dapat diidentifikasi

permasalahan sebagai berikut :

1.

Masih kurangnya jumlah SDM ASN DPPKB yang memiliki kemampuan dan
kompetensi sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya, terumata di tingkat petugas

di lini lapangan;

2. SOP untuk sebagian kegiatan pada DPPKB belum disusun serta SOP yang telah
adabelum diterapkan secara optimal;

3. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang Gedung kantor Belum
terintegrasinya program lintas sektoral bagi yang membutuhkan data dan
informasi koordinasi dari instansi lain.

4. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program BANGGA

KENCANA

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam
mendukung Visi, Misi Kota Bandung 2021-2023

Sebagaimana tertera diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Bandung (DPPKB) berkomitmen atas
Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut :

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan
daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity
of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan
daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka
menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka
panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan
jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan
pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota

Bandung Tahun 2018 - 2023, yaitu:
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“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN,

SEJAHTERA, DAN AGAMIS”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

Bandung : Meliputi seluruh wilayah dan isinya.
Artinya Kota Bandung dan seluruh
warganya yang berada di dalam satu
kawasan dalam batas-batas tertentu yang
berkembang sejak tahun 1810 hingga
sekarang.

Unggul : Dengan berbagai capaian prestasi yang
telah diraih pada periode sebelumnya,
maka Pemerintah Kota Bandung akan
terus berusaha untuk menjadi yang
terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi
contoh bagi daerah lain dalam bentuk
terobosan bagi pembangunan daerah.
Dukungan SDM Kota Bandung
yang berkualitas baik secara fisik dan
mental akan berdampak positif tidak
hanya terhadap peningkatan daya saing
dan kemandirian daerah, namun juga

dalam mendukung pembangunan Kota

Bandung.
Nyaman : Dalam rangka menjaga kesinambungan
pembangunan, maka kualitas

infrastruktur yang sudah baik harus terus
ditingkatkan dengan tetap memperhatikan
dampak terhadap kualitas lingkungan.
Pemenuhan kebutuhan dasar manusia
seperti tanah, air dan wudara harus
terpenuhi dengan baik sehingga nyaman
untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota
dan infrastruktur pendukungnya yang
responsif terhadap berbagai aktifitas dan
perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang

dalam konteks pelaksanaan
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Sejahtera

Agamis

pembangunan harus tetap berpihak
terhadap lingkungan.

Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin
diwujudkan merupakan kesejahteraan
yang berbasis pada individu, keluarga dan
lingkungan sebagai dasar pengokohan
sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya
dalam konteks lahiriah dan materi saja,
melainkan juga sejahtera jiwa dan
batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang
sejati adalah keseimbangan hidup yang
merupakan buah dari kemampuan
seseorang untuk memenuhi tuntutan
dasar seluruh dimensi dirinya meliputi
ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen
ini diharapkan mampu saling berinteraksi
dalam melahirkan masa depan yang cerah,
adil dan makmur. Keterpaduan antara
sejahtera lahiriah dan batiniah adalah
manifestasi dari sejahtera yang paripurna.
Kesejahteraan seperti inilah yang akan
membentuk kepercayaan diri yang tinggi
pada masyarakat Kota Bandung untuk
mencapai  kualitas kehidupan yang
semakin baik hingga menjadi teladan bagi
kota lainnya.

Merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan, manifestasi dari
kesempurnaan  kehidupan  beragama
sebagai wujud perintah Tuhan bahwa
tujuan akhir dari kehidupan beragama
harus mampu menjadi rahmat bagi alam
semesta. Terwujudnya masyarakat yang
agamis adalah kondisi yang harus hadir
sepanjang tahun 2018-2023. Dalam

masyarakat yang agamis semua warga
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

masyarakat mengamalkan ajaran agama
masing-masing ke dalam bentuk cara
berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran
agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan
ritual namun juga diimplementasikan ke
dalam pencapaian pelaksanaan
pembangunan dan pengembangan sosial

kemasyarakatan.

Penyelarasan Misi

Adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan
faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk di Misi
1 (satu) RPJMD 2018-2023 Kota Bandung. Rumusan Misi yang
ditetapkan adalah sebagai berikut:

Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan
berdaya saing Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-
nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan
serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan
dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

Pencapaian misi 1 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat
dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan,
sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 1 dapat

dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

Tujuan

Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan
Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan

Merata Berdasarkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya

Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 1 di atas, maka dapat
dilihat dari uraian sasaran strategis Urusan Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana dibawah ini :
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1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

2. Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis.

3.2.4 Sasaran Strategis

3.3

Untuk menjamin dukungan DPPKB terhadap upaya pencapaian
Visi, Misi Kota Bandung 2021-2023, serta untuk memastikan Visi,
Misi dan Tujuan DPPKB yang telah ditetapkan dapat tercapai,
diperlukan suatu ukuran keberhasilan atasseluruh Program dan
Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis.
Dalam Perubahan Renstra DPPKB 2021-2023 ditetapkan Sasaran
Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:
1. Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga,
dengan Indikator Strategi :
a. Meningkatkan Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas
Paripurna, Mandiri, dan Berkembang dapat mencapai
33.33% pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 39.68
% pada tahun 2023.
b. Total Fertility Rate (TFR) Maksimum dapat mencapai 1,97%
pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2.00 % pada
tahun 2023
2  Meningkatnya ketahanan keluarga dengan Indikator Strategi
Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) ditargetkan menjadi
56.84% pada tahun 2023.
Sebagaimana tertera sebelumnya, seluruh Sasaran Strategis diatas
dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan DPPKB. Agar
upaya pencapaian Visi, Misidan Tujuan tersebut dapat tetap terukur,
maka DPPKB menggunakan Indikator Cakupan Kampung Keluarga
Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang, Total Fertility
Rate (TFR) Maksimum, dan Indeks Pembangunan Keluarga
(Ibangga). Sebagaimana dijabarkan pada Bab [ (Potensi dan
Permasalahan), merupakan indikator yang upaya pencapaiannya
harus secara komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta
harus dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Kota Bandung.

Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga
berencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKKBN

menyelenggarakan fungsisebagai berikut :
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= Perumusan kebijakan nasional, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang
KKB;

= Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KKB;

= Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan
KB;

= Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB;

= Penetapan perkiraaan pengendalian penduduk secara nasional;

= Penyusunan desain Program KKBPK;

= Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);

= Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan
Pasangan Usia Subur (PUS) nasional;

= Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga

= Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan
tingkatnasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-
KB dan Kesehatan Reproduksi (KR);

= Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan
ketahanan dankesejahteraan keluarga;

= Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan
tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;

= Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas
lapangan KB(PKB/PLKB);

= Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk
dankeluarga berencana; dan

= Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di bidang KKB.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, BKKBN juga menyelenggarakan
fungsi:
= Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang KKB;

= Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan
BKKBN;

= Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
= Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan

= Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang KKB.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti BKKBN telah
mampu berperan dalam mendukung pencapaian target, sasaran, visi dan misi
RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa
dan bernegara sesuai amanat UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat

Indonesia yang adil dan makmur, oleh karena itu, visi BKKBN 2015-2019 adalah :
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“Mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan laju
pertumbuhan penduduk (LPP) dan perwujudan keluarga berkualitas”. Untuk
mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan Bentuk penjabaran tujuan strategis
tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 sebagai
berikut:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)

2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR)

3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)

5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BKKBN Provinsi Jawa Barat harus
difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis
perencanaan pembangunan dengan berdasar pada data dan hasil
penelitian/kajian lapangan yang sistematik dan komprehensif. Atas dasar
tersebut, maka visi BKKBN Propinsi Jawa Barat harus diarahkan pada upaya
pembangunan berkesinambungan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan
yang dijadikan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam
pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan
kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.
Berkaitan dengan pelaksanaan visi tersebut perlu diperhatikan relevansi dan
keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa
Barat, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang terkait
atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat. Untuk
mendukung misi kepala daerah selama periode 2018-2023 sebagai berikut :
1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertakwa;
2. Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan berbasis

Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan;

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat Yang Sejahtera
dan Adil;

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif

antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Wali

Kota DPPKB harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis
(tatalaksana), dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan
tugas yang dibebankan kepada DPPKB secara efektif dan efisien baik di
tingkat Kantor Kota maupun di tingkat kantor perwakilan di wilayah.
Dalam perspektif ini kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan
mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.
Dari sisi regulasi yang berlaku, penataan kelembagaan DPPKB berangkat
dari Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 3 Maret
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota

Bandung.

Memperhatikan bahwa permasalahan dan tantangan yang dihadapi
DPPKB Kota Bandung dewasa ini dan dimasa mendatang semakin
kompleks dan dinamis, pengembangan dan penataan kelembagaan
DPPKB perlu berorientasi pada sekurang-kurangnya lima prioritas

sebagai berikut:

a. memperkuat budaya organisasi yang mengacu pada nilai-nilai good
corporate governance (tata kelola organisasi yang baik) dan
berorientasi pada outcome;

b. merevisi model operasional dengan prioritas penataan pada
penyempurnaan dan = percepatan  proses bisnis dengan
mengoptimalisasikan penggunaan teknologi informasi, digitalisasi
dan big data;

c. menyempurnakan sistem birokrasi melalui penataan struktur
organisasi yang lebih “adaptif” terhadap lingkungan bisnis (adaptive
organization), dan dapat meningkatkan kemampuan organisasi
untuk mencapai tujuan secaraefisien (“fit-for-purpose”);

d. meningkatkan kontribusi dan prestasi kerja pegawai melalui
pengembangan manajemen talenta yang sekurang-kurang
mencakup peningkatan kinerja,kompetensi dan komitmen pegawai;
dan

e. menjadilebih proaktif dalam mengedukasi dan bekerjasama dengan
stakeholders untuk menghasilkan berbagai terobosan dalam
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pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan

pembangunan keluarga, baik di tingkat nasional mapun daerah.
Pengembangan dan penataan Kelembagaan DPPKB memerlukan proses
yang cukup panjang, selain harus mempertimbangkan arah kebijakan,
strategi, tujuan, sasaran strategis serta sasaran program dan Indikator
Kinerja Utama per-unit Eselon II yang akan dicapai dalam RPJMD dan
Perubahan Renstra DPPKB periode 2021- 2023, juga harus
memperhatikan sinergitas lintas sektor/lintas Kementerian/ Lembaga
(KL) serta memperhatikan arahan Presiden RI terkait penyederhanaan
struktur organisasi K/L, pemangkasan alur birokrasi (pemangkasan Tk.
Eselon III dan Eselon 1V), serta penambahan Jabatan Fungsional
Aparatur Sipil Negara untuk mempercepat pelaksanaan pelayanan

fungsional sesuai dengan keahlian/ keterampilannya
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3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana Kota
Bandung
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan
daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan
sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis
meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat
dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat
dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi
dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain
dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu
menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna
layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat
dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke
dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas
dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan
bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang
menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi,
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam
hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan
pembangunan daerah di Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa
hal sebagai berikut :
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Tabel 3.1

Isu Strategis dalam Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencanadi Kota Bandung

No. |Aspek [su Strategis
1. | Koordinasi dan Kualitas 1. Belum optimalnya koordinasi dan integrasi antara
Pelayanan Keluarga DPPKB dengan perangkat daerah terkait
Berencana informasi danpelaksanaan Program KB
2. SOP untuk sebagian kegiatan pada DPPKB belum
disusun serta SOP yang telah ada belum
diterapkansecara optimal.
2. | Sistem Pengelolaan Data | 1. Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan
dan Informasi informasi yang dapat menghimpun seluruh
produk DPPKB secara terintegrasi agar
informasi mengenaiprogram dan kegiatan
mudah didapatkan, dan dapatdiakses secara
luas di masyarakat
3. | Pengendalian dan 1. Belum adanya standar atau pedoman
Evaluasikegiatan, pengendaliandan evaluasi kegiatan,
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. | Sumber Daya Manusia 1. Ketersediaan dan pemerataan kualitas SDM ASN
danStandar Pelayanan DPPKB yang memiliki kemampuan dan
kompetensi sesuai dengan dengan tugas dan
fungsinya, terutamapetugas di tingkat lini
lapangan
2. Masih kurangnya Sarana prasarana untuk
menunjangpelayanan administrasi, dan kegiatan
di lapangan
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4.1

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)
merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana berupaya untuk mewujudkan keluarga
berkualitas. Keluarga merupakan Lembaga Pendidikan pertama dan
utama bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting
dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini
sampai dewasa. Untuk mewujudkan keluarga berkualitas sehingga
tercipta individu sebagai sumber daya manusia berkualitas yang dapat
berkontribusi dalam pembangunan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor
25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Bandung, maka untuk mendukung capaian visi dan misi Kepala
Daerah ditetapkan tujuan dan sasaran yang selaras dalam Perubahan

Renstra DPPKB.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk danKeluarga
Berencana Kota Bandung

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung sebagai
bagian integral dari Pemerintah Kota Bandung, yang memiliki tugas dan fungsi dalam
urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, memiliki peran dan posisi
strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota
Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan
Agamis” sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018- 2023.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan DPPKB dibutuhkan untuk pencapaian visi
misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan
upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota. Untuk menjadikan DPPKB yang
visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini
berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan
pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pengendalian penduduk serta

keluarga berencana menjadi lokomotif pembangunan di Kota Bandung melalui
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pembangunan keluarga berkualitas.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB Kota Bandung yang

mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen

RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 tidak berubah sebagaimana

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan DPPKB Kota Bandung

TUJUAN
(2018 -
2020)

TUJUAN
(Perubahan 2021 - 2023 )

Meningkatnya Pengendalian Penduduk
Melalui Keluarga yang Berkualitas

Meningkatnya Pengendalian Penduduk
Melalui Keluarga yang Berkualitas

Demikian pula dengan kerangka sasaran pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi DPPKB, kerangka sasaran pada tahun 2018 sd 2020 tidak

digunakan pada sasaran 2021 sd 2023.

Tabel 4.2

Perubahan Sasaran DPPKB Kota Bandung

SASARAN
(2018-2020)

SASARAN
(Perubahan 2021 - 2023 )

. Meningkatnya Keluarga
Berencana

1. Meningkatnya Pengendalian
Penduduk dan Kualitas Keluarga

. Meningkatnya Ketahanan Keluarga

3. Meningkatnya Promosi Keluarga
Berencana

4. Meningkatnya Pengendalian Penduduk

2. Meningkatnya Ketahanan Keluarga

Secara ringkas, kerangka logis tujuan dan sasaran jangka menengah

DPPKB Kota Bandung mempunyai tujuan dan sasaran yang dapat

diuraikan sebagai berikut :
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Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKB Setelah Revisi

MISI KOTA BANDUNG

TUJUAN

SASARAN

Membangun
Masyarakat yang
Humanis, Agamis,
berkualitas dan
berdaya saing

. Membangun Masyarakat

Kota Bandung yang
Mandiri dengan
Jaminan Pendidikan,
Kesehatan dan Sosial
Budaya yang Bermutu,
Adil, dan Merata
Berdasarkan Nilai
Agama

1.Meningkatnya Derajat
Kesehatan Masyarakat

2. Meningkatnya
Masyarakat Kota yang
Humanis

memfokuskan indikator kinerja sasaran dirubah menjadi 4 indikator kinerja
sasaran yang semuanya dijadikan indikator kinerja utama (IKU) DPPKB. Maka
berdasarkan Renstra DPPKB Tahun 2018-2023 periode 2018 s.d 2020, diuraikan

Untuk mencapai target kedua sasaran tersebut maka kami kami berupaya

perubahan indikator kinerja sasaran sebagai berikut

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah DPPKB Setelah Perubahan

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Ket
(Tahun 2018-2020) (Tahun 2021-2023)
1. Persentase Peserta KB Aktif Cakupan Kampung Keluarga IKU
Berkualitas Paripurna, Mandiri,
dan Berkembang
2. Persentase Kelompok Tribina Total Fertility Rate (TFR) IKU
Aktif Maksimum
3. Jumlah Kampung KB Aktif Indeks Pembangunan Keluarga IKU
(Ibangga)
4. Nilai Indeks Kepuasan Nilai Indeks Kepuasan IKU
Masyarakat Masyarakat (IKM)

jangka menengah dari awal penyusunan Renstra hingga reviu tahun ini, diuraikan

Selanjutnya perubahan kerangka target pencapaian indikator sasaran

pada tabel 4.5, tabel 4.6, dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 4.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKB Tahun 2018-2023

Kondisi TARGET KINERJA SASARAN
Kinerja
No MISI TUJUAN SASARAN L pol R | ey
RPJMD | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2018
1. | Membangun Meningkatnya | Meningkatnya Persentase Peserta KB 71,00 % | 72,29 | 73,00 | 73,50 | 74,00 | 74,50
Masyarakat . Pengendalian Pengendalian Aktif % % % % %
yang Humanis, Penduduk Penduduk d
Agamis, Melalui encudus dan
berkualitas dan | Keluarga yang kualitas Keluarga
berdaya saing Berkualitas Meningkatnya Persentase Kelompok } 71,06 74 56 78,26 | 82,16| 86,26
Ketahanan Keluarga | Tribina Aktif % o ’ % % %
(0}
Meningkatnya Indeks Pembangunan
ketahanan Keluarga (Ibangga)
keluarga 75 % 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Jumlah Peserta KB [2000 2500 [2625 [2757 2895 (3040
Meningkatnya Promosi| Baru orang orang |orang [orang [orang |orang
Keluarga Berencana
Jumlah Kampung KB |15 20 31 40 49 58
Aktif Kampung [KampuKampu [Kampu Kampu Kampu
KB ng KB ng KB mng KB ng KB ng KB
Meningkatnya Cakupan Data dan (100 % 100 % (100 % (100 % (100 % (100 %
Pengendalian Informasi
Penduduk Kependudukan yang
Akurat dan Tepat

Waktu




Tabel 4.6

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perubahan Tahun 2021-2023

Kondisi TARGET KINERJA SASARAN
Kinerja
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA pada
SASARAN Awal
RPJMD 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2018
Membangun Meningkatnya | Meningkatnya Cakupan Kampung _ _ 3333 | 3538 | 38.10 | 39.68
Masyarakat . Pengendalian Pengendalian Kelgarga Berkual.lt.as % % % %
yang Humanis, | Penduduk Paripurna, Mandiri, dan
. . Penduduk dan
Agamis, Melalui kualitas Berkembang
berkualitas dan | Keluarga yang Total Fertility Rate (TFR) - 2,00
berdaya saing | Berkualitas Keluarga Maksimum ) 1,97 % 12,00 % 12,00 % %
Meningkatnya Indeks Pembangunan - 55,84 | 56,84
ketahanan keluarga Keluarga (Ibangga) - N/A _ indek | indek
S s
. Meningkatnya Nilai Indeks
M.enlqgkatnya Pelayanan Publik Kepua - _ 80 30.50 82 83
Kinerja dan . )
yang Prima san Masyarakat (IKM)
Pelayanan
DPPKB
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1Arah Kebijakan dan Strategi DPPKB Kota Bandung

Arah kebijakan dan strategi DPPKB Kota Bandung secara umum mengacu pada
arah kebijakandan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2021-2023,

terutama dalammenerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas

(PP) dan KegiatanPrioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus

penggarapan Pembangunan Nasional Kota Bandung periode 2021-2023.
Adapun arah kebijakan dan strategi DPPKB adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Hidup Sehat dan

Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk melalui strategi:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7
8)

Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Penyuluhan
dan Penggerakan

Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Keluarga
Berencana

Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga

Rumah Dataku Aktif.

Sekolah Siaga Kependudukan Aktif

Angka Pemakaian Kontrasepsi/mCPR

Cakupan Kebutuhan KB yang Belum Terpenuhi (Unmeet Need)
Cakupan laporan kependudukan dan keluarga melalui aplikasi
SR BKKBN yang akurat dan tepat waktu

a. Meningkatnya Ketahanan Keluarga melalui strategi:

1)

2)

Nilai Variabel Ibangga lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

Nilai Variabel Ibangga lingkup Penyuluhan dan Penggerakan
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Berbagai arah kebijakan dan strategi DPPKB sebagaimana tersebut diatas
tentunya memerlukan dukungan untuk membantu agar operasionalisasi

ProgramBangga Kencana dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

1. Dari sisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Program Bangga
Kencana, arah kebijakan yang diambil diantaranya untuk
meningkatkan KualitasSumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan
Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi, serta Penguatan
Kerjasama Global Program Bangga Kencana, yang dapat
diwujudkan melalui strategi:

a. peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui
pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis
teknologi informasi;

b. peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil Penelitian dan
Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana sebagai
input/masukan atas rumusan kebijakan;

c. peningkatan kemitraan dan kerjasama global di bidang
pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk memperkuat

kelembagaan.

2. Dari sisi Dukungan Manajemen, Sekretariat Umemiliki arah
kebijakan untuk dukungan manajemen yang berkualitas dalam
mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat

diwujudkan melalui strategi:

a. penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan
dan KB,serta Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana;

b. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan;
penguatan Perencanaan Program dan Anggaran;
peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian
dan Pengembangan SDM Aparatur; dan penyediaan
pelayanan administrasi perkantoran dan

kerumah-tanggaan yang berkualitas.
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Dari sisi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, Inspektorat
Utama memiliki arah kebijakan untuk meningkatkan Akuntabilitas
Pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik, yang akan diwujudkan melalui
strategi:

a. mendorong pengelolaan keuangan DPPKB secara tertib, taat
pada

peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, dan efektif;

b. mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara
efektif dan efisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan
Perwakilan BKKBN Provinsi;

c. mendorong seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala DPPKB
dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon
I dan Perwakilan BKKBN Provinsi; dan

d. mendorong pencapaian sasaran strategis DPPKB secara
efektif dan

efisien.

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi DPPKB sebagaimana
terteradiatas, terutama dalam implemetasinya, DPPKB akan terus
memperhatikan perkembangan situasi/kondisi dan isu strategis nasional
serta prioritas strategi pembangunan nasional. Salah satu strategi
pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian adalah
Pengarusutamaan Gender yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden
(Inpres) No9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender merupakan isu lintas
sektor yang tanggung jawab implementasinya harus didukung baik oleh
Pemerintah Pusat (lintas K/L) maupun oleh Pemerintah Daerah. DPPKB
berkomitmen untuk memastikan setiap orang (laki-laki dan perempuan)
mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan Program Bangga Kencana
serta memperhatikan konsep Pegarusutamaan Gender dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, serta  pemantauan dan evaluasi

Program /KegiatanBangga Kencana yang inklusif gender.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :
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Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPPKB Kota Bandung

VISI : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis
MISI I : Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya
saing
Tujua Sasaran Strateg Arah Kebijakan
n i

Membangun Masyarakat Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya
Kota Bandung yang Derajat Kesehatan Pengendalian Penduduk dan kualitas Partisipasi Masyarakat
Mandiri dengan Jaminan | Masyarakat Keluarga Hidup Sehat dan
Pendidikan, Kesehatan dan Terkendalinya Laju
Sosial Budaya yang Pertumbuhan
Bermutu, Adil, dan Merata Penduduk

Berdasarkan Nilai Agama

Meningkatnya Meningkatnya ketahanan keluarga Meningkatnya
Masyarakat Kota ketahanan
yang Humanis keluarga
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6.1

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Perencanaan Program dan Kegiatan

Rencana Strategis (Perubahan Renstra) DPPKB 2021-2023 memprioritaskan
indicator Sasaran Strategis yang harus dicapai secara Kota Bandung, akan
tetapi capaian tingkat nasional juga tidak terlepas dari pencapaian
target/sasaran di seluruhtingkatan wilayah. Untuk menjamin penggarapan
Program dan Kegiatan Prioritasyang disusun dalam upaya pencapaian Sasaran
Strategis tersebut dapatdiimplementasikan secara baik di seluruh tingkatan
wilayah diperlukan pemetaan target Sasaran Strategis Kota Bandung serta
pemetaan potensi yang dapat menjadifocus penggarapan di setiap wilayah
(Provinsi). Pemetaan fokus penggarapan wilayah dalam Perubahan Renstra
DPPKB ini bersifat acuan dasar pengembangan kebijakandan strategi Perubahan
Renstra per-Unit Kerja Eselon II (UKE I) dan Unit Kerja Eselon III (UKEIII) 2021-
2023, baik Pemerintah Kota Bandung maupun Perwakilan BKKBN Provinsi.
Selain itu, pemetaan wilayah ini dapat dikembangkan secara lebih spesifik
sampai tingkatintervensi yang paling bawah. Pemetaan fokus penggarapan
Program BanggaKencana dalam Perubahan Renstra DPPKB 2021-2023 secara

garis besar dikelompokansebagai berikut:

a. Pemetaan Target Indikator Sasaran Strategis
Penetapan target Sasaran Strategis di dalam dokumen Perubahan Renstraini

berdasarkan sumber data baseline SDKI 2017 dan Proyeksi Penduduk Kota
Bandung Tahun 2015-2045 serta sumber data lainnya yang terpercaya.
Adapun hasil penetapan target Sasaran Strategis Kota Bandung dapat dilihat
pada Tabel-Tabel di bawah ini:
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1. Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan

Berkembang
Strategi/ Indikat Kondisi Target
rategi ndikator e
No SASARAN Strategi BaLES
2020 2021 2022 2023
1 Meningkatny | Cakupan 33,33 35,38 38,10 39,68 persen
a Kampung
Pengendalia | Keluarga
n Penduduk | Berkualitas
dan kualitas | Paripurna,
Keluarga Mandiri, dan
Berkembang
2. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR) maksimum
Strategi/ Indikat Kondisi Target
rategi ndikator Awal
No SASARAN Strategi SRS
2020 2021 2022 2023
1 Meningkatny | Total Fertility 1,97 2,00 2,00 2,00 persen
a Rate (TFR)
Pengendalia | Maksimum
n Penduduk
dan kualitas
Keluarga

3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Indikator

ini dikembangkan

untuk menangkap dinamika

pembangunankeluarga secara komprehensif dan terintegrasi dalam

upaya peningkatan kualitas keluarga Kota Bandung. Dalam

indikator

ini, kualitas keluarga

dicirikan dengan dimensi

ketenteraman, dimensi kemandirian dan dimensi

Indikator ini digunakan untuk mengukur
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keberhasilan Pembangunan Keluarga baik secara nasional maupun

kewilayahan, mengidentifikasi isu strategis/permasalahan terkait

kualitas keluarga, serta sebagai acuan dalam menyusun program/

kegiatan yang dibutuhkan. Pencapaian indikator ini merupakan

salah satu kunci dari keberhasilan Pembangunan Keluarga Kota

Bandung yang berkontribusi dalam mewujudkan Sumber Daya

Manusia Kota Bandung yang unggul dan memiliki daya saing tinggi.

Strategi/ Indikat Kondisi Target
rategi ndikator Awal
No SASARAN Strategi SRl
2020 2021 2022 2023
1 Meningkatny | Indeks N/A - 55.84 56.84 persen
a ketahanan | Pembangunan
keluarga Keluarga
(Ibangga)

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun selanjutnya ditetapkan

sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung sebagai upaya

untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah

ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan

pula sebagai program kerja dan atau Rencana Strategis yang akan datang yang dijadikan sebagai

pedoman operasional.

Jumlah program dan kegiatan di lingkup DPPKB pada akhir tahun perencanaan periode

2013-2018 selalu mengalami perkembangan/perubahan. Berikut adalah program dan kegiatan

di lingkup DPPKB yang akan dilaksanakan pada periode 2018-2023 yang dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.
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Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana
Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Indikator Data Unit Kerja
Program Kinerja, Tujuan, Capaian . Perangkat
Tujuan Sasaran Kode dfn Sasaran, pada Tahun Satuan . K°‘_‘dlsl Daerah Lokasi
Kegi Program Awal Kinerja pada Penanggun
egiatan (Outcome) dan Perencanaa 201 202 202 202 202 AKkhir Periode gjawab
Kegiatan n 9 0 1 2 3 Renstra
(Output) Perangkat
Daerah
Target Rp Target| Rp Target Rp | Target Rp | Target Rp | Target Rp
1) @) ©) “) ©) ©) @) ®) © (10) (11) (12) (13) (14) (15) | (16) a7) | (18) (19) (20) 1)
Meningkatny Program Cakupan n a 5 oA 2 g Kasubag Kota
a Pelayanan Pelayanan ~ P P “ P o Umum dan Bandun
Pengendalia Administra Administra =4 5 2 e N Q Kepegawaian g
nPenduduk si si 100 Persen 100 o 100 gr{ 100 ?: 100 5' 100 g 100 o
Melalui Perkantora Perkantora s © < 10 n %
Keluarga n n < o~ © < 3 1) % 9 % ©
yang
Berkualitas Kegiatan Jumlah Kasubag Kota
Penyediaan Laporan 2 ) o R e 0 Umumdan Bandun
Jasa Penyediaan 1 Laporan 1 S 1 ) 1 3« 1 oS 1 o 1 o Kepegawaian g
Komunikasi, Jasa S % = D 3 3
. . — el - n < <
Sumber Daya Komunikasi, oF <o =] o o oy
Airdan Listrik Sumber Daya = = — it 2 2
Airdan Listrik
Kegiatan Jumlah Kasubag Kota
Penyediaan Laporan ~ — N © —_ — Umumdan Bandun
JasaPeralatan Penyediaan 3 Jenis 3 B 3 & 3 n 3 & 3 K 3 K Kepegawaian g
dan JasaPeralatan % § § % § E
Perlengkapan dan o - he = s s
Kantor Perlengkapan © b n 0 0 b
Kantor
Kegiatan Jumlah - o Kasubag Kota
Penyediaan Jasa PenyediaanJasa § « % g § § Umumdan Bandun
Pemellhg;aan Pexl}elllharaan dan 90 Unit 90 %" 112 < 112 S 112 %“ 112 ) 112 ) Kepegawaian g
danPerizinan Perizinan < - n 0 0 ==
Kendaraan Kendaraan 3 3 « S s =
Dinas/Operasion| Dinas/Operasion -
al al
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Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka

Indikator Data Unit Kerja
ETapTa Kinerja, Tujuan, Capaian . Perangkat
Sasaran Kode dan Sasaran, pada Tahun Satuan . K°f‘d131 Daerah Lokasi
Kegiatan Program Awal K‘"?‘Ja p?da Penanggun
(Outcome) dan Perencanaa 201 202 202 202 202 Akhir Periode gjawab
Kegiatan n 9 0 1 2 3 Renstra
(Output) Perangkat
Daerah
Target Rp Target Rp | Target Rp | Target Rp | Target Rp | Target Rp
Kegiatan Jumlah Laporan = b8 2 g 2 o Kasubag Kota
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa = o > 0 o =) Umumdan Bandun
Kebersihan Kebersihan 3 Jasa & g & ? R 3 3 Kepegawaian g
Kantor Kantor Bulana 3 - oy R L Q °
a =
Kegiatgn Jumlah Unit , = =y B ® w2 e Kasubag Kota
Penyediaan Peralatan Kerja o o ~ o ) o Umumdan Bandun
Jasa yang Diperbaiki 5 Unit/Jen gh % 3 gh & 5 % Kepegawaian g
Perbaikan is Lo & 3 3 o & S
Peralatan Kerja
Kegiatan Jumlah 1) ~ — © < < Kasubag Kota
Penyediaan Laporan 2] Q ~ ] & & | Umumdan Bandun
AlatTulis Bulanan 12 Laporan = ~ S 2 = 12 b Kepegawaian | g
Kantor Penyediaan ?; = = = = =
AlatTulis g ] 2 =) =) o
Kantor
Kegiatan Jumlah Laporan = Q o 2 Q g Kasubag Kota
Penyediaan Pengadaan 0 w S o > > Umumdan Bandun
< Ive) ~ <+ D~ D~ .
Barang Cetakan BarangCetakan 1 Laporan N IS8 S 0 o~ 1 D~ Kepegawaian g
dan dan 5 By 2 2 g g
Penggandaan Penggandaan - - - N - -
Kegiatan Jumlah Laporan Kasubag Kota
Penyediaan Penyediaan § § § Ll% § 5 Umumdan Bandun
Komponen Komponen =3 <+ o ~ <+ <+ Kepegawaian g
Instalasi Instalasi 1 Laporan & b & S % 1 »
Listrik/Penerang Listrik/Penerang g & g g g g
anBangunan an Bangunan
Kantor Kantor
Kegiatan Jumlah Laporan =] = © 3 = o Kasubag Kota
Penyediaan Penyediaan W © 1) < o o Umumdan Bandun
Peralatan Rumah | Peralatan Rumah 1 Laporan Q w0 8 Eh 2 1 4 Kepegawaian g
Tangga Tangga 3o IS I L o 15 <
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Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Indikator Data Unit Kerja
e Kinerja, Tujuan, Capaian . Perangkat
Sasaran Kode dan Sasaran, pada Tahun Satuan . Kondisi Daerah Lokasi
Kesiatan Program Awal Km?rja p;ada Penanggun
g (Outcome) dan Perencanaa 202 202 Akhir Periode gjawab
Kegiatan n 0 2 Renstra
(Output) Perangkat
Daerah
Rp Target Rp Rp | Target Rp Rp | Target Rp
Kegiatan Jumlah Laporan 8 10 = @ 0 © Kasubag Kota
Penyediaan Penyediaan o <+ o ) o o Umumdan Bandun
BahanBacaan BahanBacaan 5 g Sri % ?91 ?\01 Kepegawaian g
dan Peraturan dan Peraturan 1 Laporan Do S [ o 1 S o S ol 1 S o
Perundang- Perundang-
undangan undangan
Kegiatan Jumlah < e ® Q N N Kasubag Kota
Penyediaan Laporan o0 5" o ) = - Umumdan Bandun
Makanan dan Penyediaan 1 Laporan Lmnh et a 1 Egh S 1 S Kepegawaian g
Minuman Makanan dan Q x L v v 9
Minuman ® e « ™0 @ @9 @
Kegiatan Rapat- Jumlah Laporan 8 3 I 3 2 2 Kasubag Kota
rapat Koordinasi dan o <) <) <) I v Umumdan Bandun
Koordinasi dan Konsultasi ke 1 Laporan lgh 8 8 1 S 8 1 8 Kepegawaian g
Konsultasi ke LuarDaerah N 3 ® S 2 s
Luar Daerah © < 0 1w o 10 o9 09 Rl
Kegiatan Jumlah Laporan © — « < - - Kasubag Kota
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 2 Si 3 §h S =N Umumdan Bandun
Tenaga Tenaga =Y @ ¥ ® <) =) Kepegawaian g
Pendukung Pendukung 7 Orang S e < 7 < e 7 i
Administrasi Administrasi ] ?‘2 S g & &
D~ -~ ) n ) n
Perkantoran/Tekn | Perkantoran/Tekn _ — = = — —_
is is Perkantoran
Perkantoran
Kegiatan Jumlah S 3 2 © g g Kasubag Kota
Penyediaan Jasa =3 ~ Py ~ =) =3 Umumdan Bandun
Jasa Pengamana 2 Orang 8» Léxi 61 2 Rﬁ g{ 2 5\1'1 Kepegawaian g
Pengamanan nKantor Lo 3 S« 3 o 3o 3o
Kantor
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Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka

Pendanaan
Indikator Data Unit Kerja
e Kinerja, Tujuan, Capaian . Perangkat
Sasaran Kode dan Sasaran, pada Tahun Satuan . Kondisi Daerah Lokasi
Kegiatan Program Awal Km?rja p;ada Penanggun
(Outcome) dan Perencanaa 201 202 202 202 202 Akhir Periode gjawab
Kegiatan n 9 0 1 2 3 Renstra
(Output) Perangkat
Daerah
Target Rp Target Rp | Target Rp | Target Rp | Target Rp | Target Rp
Kegiatan Jumlah Jasa o = > ? 3 g Kasubag Kota
Penyediaan Jasa Tenaga g' g ﬁn g» oo‘" g» Umumdan Bandun
Kebersihan, Pengemudi 54 g N = 9 S Kepegawaian g
Pengamanan dan Kendaraan 3 Orang 3 gk 3 g‘" 3 8)" 3 S 3 ) 3 )
Pengemudi Operasional — o @ b m
Kendaraan Kantor
Operasional Kantor
Program Persentase o ® { by 3 2 Kasubag Kota
Peningkatan Sarana dan S 8 ; g g g Umum dan Bandun
Sarana dan Prasarana Dalam 100 Persen 100 a 100 © 100 ~ 100 < 100 S 100 ] Kepegawaian g
Prasarana Kondisi Baik S' - ) & 4 3 $
Aparatur o ® * *® *® *®
Kegiatan Jumlah ~ ~ © o o o Kasubag Kota
Pemeliharaan Laporan & 5 g = 2 & | Umumdan Bandun
Rutin/Berkala Pemeliharaan 1 Laporan 1 2 1 gg" 1 }5’; 1 ) 1 Y 1 & Kepegawaian g
Gedung Kantor Rutin/Berkal = = s < o o
a Gedung s N s 3 i 5}
Kantor
Kegiatan Jumlah + _ - o o ° Kasubag Kota
Pemeliharaan Kendaraan s w ®© 53 =3 = Umumdan Bandun
Rutin/Berkala Dinas/Operasion 90 unit 90 < 112 g” 112 g 112 g’ 112 ;\r" 112 ;r' Kepegawaian g
Kendaraan al yang ~ a &~ & w0 0
Dinas/Operasion Terpelihara 2 5 3 = IS =
al
Program Persentase o o — - <+ « Kasubag Kota
Peningkatan Pemenuha S S b Y 2 2 Umum dan Bandun
Disiplin n 100 Persen 100 =) 100 =] 100 ) 100 £ 100 ) 100 %3 | Kepegawaian g
Aparatur Prasarana S S < e & hE
Kedisiplina K X 3 = = =
nPegawai - ~ ~
Kegiatan Jumlah Pakaian o =) < ® = ) Kasubag Kota
Pengadaan Dinas Berserta § g § Z-é' % E’ Umumdan Bandun
Pakaian Dinas Perlengkapannya S I3 < 0 el ) Kepegawaian
Berserta grapanny: 150 stel 150 % 150 g 150 g 150 o 150 o 150 o peg g
Perlengkapannya - — o - - - -
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Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Indikator Data Unit Kerja
Prosram Kinerja, Tujuan, Capaian . Perangkat
Sasaran Kode dgn Sasaran, pada Tahun Satuan . Kondisi Daerah Lokasi
q Program Awal Kinerja pada Penanggun
Kegiatan (Outcome) dan | Perencanaa 201 202 202 202 202 Akhir Periode gjawab
Kegiatan n 9 0 1 2 3 Renstra
(Output) Perangkat
Daerah
Target Rp Target Rp | Target Rp | Target Rp Target| Rp Target Rp
Program Persentase =} ©® < <+ n n Kasubag Kota
Peningkatan Sumber Daya 8. 8 Sﬁ g Bﬁ 3 Umum dan Bandun
Kapasitas Aparatur 3 b 3 S 3 3 Kepegawaian g
Sumber Daya Memiliki 100 Persen 100 ~ 100 0 100 o 100 S 100 o 100 o
Aparatur Kompetensi o a 2 5 a 2
. - i i - i -
Sesuai Dengan
Bidangnya
Kegiatan Jumlah Peserta = * * S s e Kasubag Kota
Pembinaan Pembinaan = < < ~ ) 3 Umumdan Bandun
KinerjaAparatur | KinerjaAparatur 150 Orang 150 2 150 o, 150 & 150 =] 150 CC;L 150 2‘ Kepegawaian g
© ) o
® e o < 4 =) =
Program Cakupan S = S = e ed Kasubag Kota
Pengelolaan Data | Pengelolaan Data ) go; 3; % S S Program, Data | Bandun
dan Informasi dan Informasi 100 Persen 100 o 100 @ 100 EN 100 &~ 100 ° 100 © dan Informasi g
Perangkat Daerah g = & & & &
— O — O\ — — QN — 0| — 00
Pengembangan Jumlah ° o _ Kasubag Kota
Database Pengembanga S S 5 § § % Program, Data Bandun
Terpadudan nLaporan dan 20 Dokume 20 w 20 =3 20 T 20 0 20 = 20 = dan Informasi g
Sistem Sistem n o e n N 8 8
Informasi Informasi % = 8 Q Q Q
Perangkat Daerah M - —
Meningkatny Program Keluarga | Persentase 10 n ) n ) o Bidang Kota
aKeluarga Berencana Peserta KB Aktif I 5 Q E 1 B Keluarga Bandun
Berencana N/A Persen 72.29 N 73.00 2 73.50 © 74,00 n 74,50 N 74.50 N Berencana g
Ro -0 21 Q9 2 o 2 o
<+ O 0 1D 0 o © © © © ®©
Kegiatan Jumlah Peserta = = = I S ] Kasie Jaminan Kota
Jaminan KBBaru g 2—’“ =y g %9“ 22“ Pelayana Bandun
0
Pelayanan 2500 Orang 2500 N 250 = 250 — 250 < 250 NEA 3500 NEA g
Keluarga = S e R S 8
Berencana N o N o N o SRS ® » <+
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Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Indikator Data Unit Kerja
Prosram Kinerja, Tujuan, Capaian . Perangkat
Sasaran Kode dfn Sasaran, pada Tahun Satuan - K°;'d131d Daerah Lokasi
q Program Awal lnerjapada Penanggun
Kegiatan (Outcome) dan | Perencanaa 201 202 202 202 202 Akhir Periode gjawab
Kegiatan n 9 0 1 2 3 Renstra
(Output) Perangkat
Daerah
Target Rp Target Rp | Target Rp | Target Rp | Target Rp Target| Rp
Kegiatan Jumlah Motivator 3 i Q 3 by Y Kasie Kota
Pembinaan dan Akseptor KB o 5y o o w s Pembinaan Bandun
Peningkatan Lestari Pasanga g = & & I Y dan g
Kepesertaan KB 90 n 90 3 90 % 90 3 90 S 90 QL 90 2 Peningkatan
— O — O N N 00| [a i\ N O K .
Aksepto epesertaan
r KB
Kegiatan Jumlah o o ) © o) foN Kasie Kota
Pengendalian Faskanyes yang 8_ % & ch){ gﬁ £~ Pengendalia Bandun
Distribusi Alat M'end‘apaFkan 83 Fasyankes 83 3 85 § 36 g 87 g 88 § 38 § nDistribusi g
Obat Distribusi ~ Alat 3 ~ ~ i < <& AlatObat
Kontrasepsi Obat =) S - N @ et Kontraseps
Kontrasepsi i
Kegiatan Jumlah =
Bantuan BantuanDAK 3
Operasional KB Non Fisik yang 1 Laporan 1 «
(DAK Non di faslitasi g
Fisik) <o
Kegiatan Sub Jumlah Bantuan =]
Bidang KB (DAK DAK Fisik yang di ﬁ
Fisik) faslitasi 1 Laporam 1 °
2
— o
Meningkatny Program Persentase S 5 = = S S Bidang Kota
a Ketahanan Kelompok 3 1B @ g I g Ketahana Bandun
Ketahanan Keluarga TribinaAktif 71.06 Persen 71.06 n 74.56 =] 78.26 © 82.16 =) 86.26 n 86.26 n n g
Keluarga 3 2 o 3 3 3 Keluarga
® o © o © o = o ~ =
Kegiatan Jumlah S ] e} 5 2 N Kasie Kota
Pemberdayaan Pembinaan =] =) g g‘ ﬁ" QA Pemberdayaan Bandun
Keluarga Sejahtera | Anggota UPPKS 2504 Orang 2504 + 10 = 10 = 10 =3 10 o 2544 o Keluarga g
yang ber-KB N X 2 o 2 Q2 2 Sejahtera
Mandiri @ @ @10 @0
Kegiatan Jumlah 60 0o oo "o © " o Kota
Ketahanan KelompokPIK-R 60 Kelompok o8 75 N 89 e 103 = 117 = 117 g% Bandun
Remaja yang dibina S &0 ISkg IS IS ) 8
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Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka

Pendanaan
Indikator Data Unit Kerja
Prosram Kinerja, Tujuan, Capaian . Perangkat
Sasaran Kode dfn Sasaran, pada Tahun Satuan . Kondisi Daerah Lokasi
q Program Awal Kinerja pada Penanggun
Kegiatan (Outcome) dan | Perencanaa 201 202 202 202 202 Akhir Periode gjawab
Kegiatan n 9 0 1 2 3 Renstra
(Output) Perangkat
Daerah
Target Rp Target Rp | Target Rp | Target Rp | Target Rp Target Rp
Kasie
Ketahana
n
Remaja
Kegiatan Jumlah Anggota 8 2 3 o ¥ ¥ Kasie Balita, Kota
BKB,BKL, Tribina (BKB, S § g« $~ < ~ Anak dan Bandun
BKR BKR,BKL) yang N = * = <2 2 | Lansia g
’ 20730 Orang 30 N 30 . 30 . 30 "1 30 < 20880 I
Mendapatkan v 5 3 v v I
Pembinaan dan =t = — — Q9 A b
Ber-KB
Meningkatny Program Jumlah peserta S e v - y N Bidang Kota
aPromosi Promosi KBbaru 2000 Orang | 2500 ¥ | 2625 @ | 2757 X | 2895 o | 3040 | 2 | 3040 2 | Promosi Bandun
Keluarga Keluarga 8_ S 5 9 n n Keluarga g
Berencana Berencana Jumlah 8 g - ~ vy o Berencana
i
KampungKB 15 Kampun 20 So a1 B | 40 3 49 © o 58 S | s8 S
Aktif gKB
Kegiatan Persentase Kasie Kota
Pendayagunaan PKB dan PLKB S 2 A 2 & & Pendayagunaa Bandun
Penyuluh dan yang 100 Persen 100 < 100 NG 100 = 100 & 100 =2 100 = nPenyuluh dan | g
Kader KB didayagunaka = 3 pied 8 3 S Kader KB
n — o — 0 < <
n < n n n n
Persentase R - - - — -
Pembantu
PembinaKB 100 Persen 100 100 100 100 100 100
Desa/Kelurahan
yang
didayagunakan
Kegiatan Jumlah = g v 2 = = Kasie Kota
Penyuluhan, Kegiatan S 0 . o g 2’ Penyuluhan, Bandun
Komunikasi' Penyul.uha.n, 30 Kegiatan 30 % 30 § 30 E 30 Q 30 S 30 S Komunikasi' g
danEdukasi Komunikasi S 5 o =l - =l danEdukasi
(KIE) dan Edukasi 3 Q 2 ™ ® ™ (KIE)
(KIE)
Kegiatan Jumlah 8 A B S 3 3 | Kasie Kota
Advokasidan Kegiatan 30 Kec Kegiatan | 30 Kec S 16 I 3 b 4 2 3 S 2% S Advokasidan Bandun
Penggerakan Advokasi € UO;O (0\}00 ﬁ-“’ = g« ;@ Penggeraka g
I = = 2 A 2 | n
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Target Kinerja Program dan Kerangka
Pendanaan
Indikator Data Unit Kerja
e Kinerja, Tujuan, Capaian . Perangkat
Tujuan Sasaran Kode d Sasaran, pada Tahun Satuan . Kondisi Daerah Lokasi
an | Program Awal Kinerja pada Penanggun
Kegiatan (Outcome) dan | Perencanaa 201 202 202 202 202 Akhir Periode gjawab
Kegiatan n 9 0 1 2 3 Renstra
(Output) Perangkat
Daerah
Target Rp Target Rp | Target Rp | Target Rp | Target Rp | Target Rp
Jumlah
Penggerakkan Kegiatan 15 5 5 5 30
diKampung KB
Meningkatny Program Cakupan Data S 5 S = [ 2 Program Kota
a Pengendalian danInformasi g : : g g g Pengendalian Bandun
Pengendalia Penduduk Kependudukan ® q 2 S 3 3 Penduduk g
nPenduduk yang Akurat dan 100 Persen | 100 @ 100 a | 100 M 100 @ | 100 | % | 100 N
Tepat Waktu 4 b 2 [ v g
Kegiatan Jumlah Dokumen - o o - - - Kasie Data dan Kota
Penyusunan Penyusunan Data = B = = [~ 5 Informasi Bandun
Datadan dan Informasi 12 Dokume 12 s 12 w3 12 I 12 = 12 I} 12 3 Penduduk dan g
Informasi Penduduk dan n 8 = F\t 33 & g Keluarga
Penduduk dan Keluarga 5 S = > = =
Keluarga N N N N N N
Kegiatan Draft Grand 2 e Kasie Kota
Perumusan Design o o — o = e Perumusan Bandun
Penyebaran Pengendalian Dokume 1 S - ) - 3 - % - e 1 3 Penyebaran g
Penduduk dan Kuantitas n g =3 Q g @ @ Penduduk
Keluarga Penduduk 01 o < ~ N N dan
Grand g 2 Q S , Keluarga
Design Dok @ 1 o o 1
Pengendalia oxume ) ) ) )
nKuantitas n
Penduduk
Raperda
Pengendalia '
s Dokume - - 1 1 1 1
Penduduk n
Kegiatan Jumlah Sekolah ° o " - " - KasiePembinaa Kota
Pembinaan yang =] N @ w @ (] nWawasan Bandun
Wawasan Mendapatkan 0 Sekolah 12 S 12 < 12 o 12 o 12 o 60 o Kependuduka g
Kependudukan Pembinaan 3 2 5 2 s S N
Wawasan 2 g 8 S S S
Kependudukan 'N N N N N N
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6.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pendekatan
penganggaran diarahkan agar berbasis program (money follows program) melalui
penganggaran berbasis kinerja. Kerangka pendanaan disusun guna
pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah
maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian sasaran
pembangunan nasional. Rasionalisasi Kerangka Pendanaan DPPKB 2021-2023
sebagai berikut:

a. Perencanaan dan penganggaran perlu berorientasi pada hasil dengan
menetapkan prioritas Kota Bandung dan pengembangan aspek kewilayahan.
Penentuan prioritas Kota Bandung sejalan dengan tema Rencana Kerja
Pemerintah dan hasil evaluasi capaian indicator Perubahan Renstra DPPKB
serta mempertimbangkan daya ungkit terhadap capaian Kota Bandung dan
sasaran strategis;

b. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang menjadi bahan
pertimbangan besaran pagu anggaran dalam waktu tiga tahun kedepan
perlu diperkuat. Reviu baseline yang menjadi dasar pengukuran efektifitas
dan efisiensi anggaran DPPKB perlu memberikan input terhadap KPJM
yang disusun. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja
(value for money) dan penajaman anggaran berbasis kinerja berdasarkan
kinerja tahun berjalan dan bukan terhadap realisasi;

C. Transfer Ke Daerah Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan skema
alternative kerangka pendanaan untuk meningkatkan kualitas layanan
public danmengurangi ketimpangan pelayanan public antar daerah. Skema
alternative pendanaan Program Bangga Kencana yang diperuntukan bagi
daerah dapat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK non fisik dalam
bentukBantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), DAK Penugasan,
dan/atau DAK Afirmasi. Penyaluran skema alternatif pendanaan tetap
melalui proses sinkronisasi program/kegiatan antara Pemerintah Pusatdan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Arah
Kebijakan dan Strategi, baik sinkronisasi antara RPJMN dan RPJMD,
Perubahan Renstra, maupun sinkronisasi dalam penjabaran kegiatan pada
RKP dan RKPD, serta tetap memperhatikan isu strategis program/ kegiatan
Bangga Kencana dan sesuai dengan pembagian kewenangan antara
Pemerintah Provinsi dan Daerah; dan Skema hibah dalam dan luar negeri

melalui mitra pembangunan juga dapatberkontribusi dan diberikan ruang



untuk pengembangan Program Bangga Kencana yang bersifat inovatif.
Kerangka pendanaan melalui mitra non- Pemerintah (swasta) dan
pemberdayaan masyarakat atau public private partnership (PPP) juga

memiliki potensi besar dalam kerangka pendanaan.



KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII

Mengingat eratnya kaitan antara Perubahan Renstra DPPKB Kota Bandung dengan Dokumen

Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, maka dalam penyusunannya Dokumen

Perencanaan Jangka Menengah tersebutharus menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan

Renstra, artinya indikator kinerja DPPKB Kota Bandung harus diarahkan untuk mencapai

target kinerja sesuai dengan kewenangan DPPKB yang telah dicantumkan dalam target

kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka

pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung, DPPKB berkontribusi untuk mewujudkan seluruh

Misi dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD Perubahan

Kondisi o
Kinerja pada . : Kondisi
- Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
NO Indikator RPJMD pada Akhir
Tahun Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun feciods
RPJMD
2020 2019 | 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) ) (6) (7) (8) 9
Kriteria Kampung Keluarga 80,56 | 81,56 82,56 82,56
Berkualitas Lingkup 79,56 Persen
1 - -
Penyuluhan dan
Penggerakan
Kriteria Kampung Keluarga 90,23 91,23 92,23 92,23
o | Berkualitas Lingkup 89,23 _ B Persen
Keluarga Berencana
Kriteria Kampung Keluarga 88,69 | 89,69 90,69 90,69
Berkualitas Lingkup 87,69 Persen
3 | Ketahanan dan - -
Kesejahteraan Keluarga
Rumah Dataku Aktif 36,92
4 24,62 - - 24,62 | 30,77 36,92 Persen
Sekolah Siaga 30,91
S Kependudukan Aktif 10,91 - - 16,36 | 23,64 30,91 Persen
Angka Pemakaian 76,24 76,27 | 76,92 77,57 77,57
6 Kontrasepsi/mCPR - - Persen
Cakupan Kebutuhan KB 13,19 13,00 12,00 11,00 11 Persen
7 | yang Belum Terpenuhi _ B
(Unmeet Need)
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Kondisi Kondisi
ineri ondisi
Ia{‘l;laelrjpae gigi Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
NO Indikator RPJMD pada Akhir
Tahun Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Periode
RPJMD
2020 2019 | 2020 2021 2022 2023
(1) (2) 3) (4) ) (6) (7) (8) 9
Cakupan laporan 80,00 90,00 | 100,00 | 100 Persen
kependudukan dan 70,00
8 | keluarga melalui aplikasi - -
SR BKKBN yang akurat
dan tepat waktu
Nilai Variabel Ibangga N/A -1 53,09 54,07 54,07
o |lingkup Ketahanan dan ) ) Indeks
Kesejahteraan Keluarga
Nilai Variabel Ibangga N/A -1 48,13 48,58 48,58
10 | lingkup Penyuluhan dan - - Indeks
Penggerakan

68| Page




VIII
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023 Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung yang sekaligus pula merupakan
Rencana Strategis Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Bandung selama 5 (lima) tahun kedepan telah dapat disusun.

Rencana Strategis ini disusun untuk lebih memfokuskan upaya Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandung dalam menghadapi tantangan dan masalah
pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang makin kompleks

terutama dalam menghadapi tantangan global dan Nasional.

Perubahan Rencana Strategi DPPKB Kota Bandung Tahun 2018-2023 ini diharapkan menjadi
acuan bagi seluruh petugas atau pelaksana program/kegiatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana di Kota Bandung dalam kemitraan dengan sektor-sektor pembangunan
lainnya serta lembaga masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan

upaya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Perubahan Rencana Strategis DPPKB Kota Bandung merupakan pedoman taktis strategis dalam
penyelenggaraan, pengelolaan, pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di
Kota Bandung yang akan dilaksanakan dalam perode tahun 2018 - 2023 . Strategi atau
cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini berisikan
tentang kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

kemampuan DPPKB Kota Bandung.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi beserta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
sangat tergantung pada faktor - faktor kunci keberhasilan dan dukungan partisipasi
masyarakat dan lembaga pemerintah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan

pengendalian pembangunan.

Bandung, 7 Desember 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
.PENDUDUK DAN KELUARGA
'BERENCANA KQTA BANDUNG

Ol

st:!m}J/DRL/DA USMAN, M.Si
~Pembina Utama Muda

NIP. 19681115 198803 1 005
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LAMPIRAN TABEL IKK

Target Renstra Perangkat

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Targe | Targe Ta.rget Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun
No. . Indikato ke-
FungsiPerangkat Daerah t t r
blsie LS Lainnya
K 2019 |2020| 2021 (2022 | 2023 | 2019 (2020| 2021 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1
@ (2) 3) (4) ©) (6) (7) (8) €) (10) (11) | (12) | (A3) | (14) | (15) (16) | (17) | (18) | (19) | (20)
1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) IKK 0.36 | 0.35| 0.34 | 0.33| 0.32 | 0.36 | 0.35| 0.34 - - 1: 1: 1 - -
1 1 1
2 Total Fertility Rate (TFR) IKK 1,94 1,93 1,92 1,91 1,90 | 1,94 1,93 1,92 - - 1: 1: 1 - -
1 1 1
Persentase DPPKB yang berperan B B
3 aktifdalam pembangunan IKK 100 100 | 100 100 | 100 100 100 | 100 - - 1: 1: 1
Daerah melalui Kampung KB 1 1 1
Persentase DPPKB yang
4 menyusun danmemanfaatkan IKK 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 1: 1: 1 - -
Rancangan Induk Pengendalian 1 1 1
Penduduk
Jumlah Kebijakan yang mengatur
5 tentangpengendalian kuantitas dan IKK 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1: 1: 1 - -
kualitas penduduk 1 1 1
Jumlah sektor yang menyepakati dan
6 memanfaatkgn data profil (parameter IKK 37 37 37 37 37 37 37 37 _ _ 1 1 1 _ _
dan proyeksi penduduk) untuk 1 1 1
perencanaan dan pelaksanaan
Jumlah kerjasama penyelenggaraan
7 pendidikan formal, non formal, dan IKK 4 5 6 7 8 4 5 6 - - 1: 1: 1 - -
informalyang melakukan pendidikan 1 1 1
kependudukan
8 Rata-rata jumlah anak per keluarga IKK 2 2 2 2 2 2 2 2 ) ) 1: 1: 1 ) )
1 1 1
9 Ratio Akseptor KB IKK 72,50 73 73,5 74 74,5 |72,50 73 73,5 1: 1: 1
0] 0 0 ) ) 1 1 1 ) )
10 | Angka Pemakaian KK 72,50 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 |72,50 | 73 | 73,5 | _ _ 1: | 1: |1 _ _
Kontrasepsi/CPR bagiperempuan
. : 0 (0] 0 1 1 1
menikah usia 15-49 tahun
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Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
FungsiPerangkat Daerah

Targe

NSP

Targe

IKK

Target
Indikat
or
Lainnya

Target Renstra Perangkat

Daerah Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun

ke-

Rasio Capaian Pada Tahun
ke-

2019

2020

2021

2022

2023

12

Cakupan Pasangan Usia Subur
(PUS) yangistrinya dibawah usia 20
tahun

IKK

20

19.5

19

18.5

18

20

19.5

19

13

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS)
yangingin ber-KB tidak terpenuhi
(unmeet need)

IKK

14.8

14.7

14.6

14.5

14.4

14.8

14.7

14.6

14

Persentase Penggunaan Kontrasepsi
JangkaPanjang (MKJP)

IKK

41

41.5

42

42.5

43

41

41.5

42

15

Persentase tingkat
keberlangsungan pemakaian
kontrasepsi

IKK

72.5

73

73.5

74

74.5

72.5

73

73.5

16

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita
(BKB)ber-KB

IKK

59

61

63

65

67

59

61

63

17

Cakupan anggota Bina Keluarga
Remaja (BKR) ber-KB

IKK

51.95

52.5

18

Cakupan anggota Bina Keluarga
Lansia (BKL) ber-KB

IKK

34

36

38

40

42

36

38

20

Cakupan Remaja dalam Pusat
Informasi dan Konseling
Remaja/Mahasiswa

IKK

100

100

100

100

100

100

100

100

21

Cakupan PKB/PLKB yang
didayagunakan DPPKB untuk
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah di bidang
pengendalian penduduk

IKK

100

100

100

100

100

100

100

100

22

Cakupan PUS peserta KB anggota
Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-
KB mandiri

IKK

71

73

75

77

80

71

73

75
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Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
FungsiPerangkat Daerah

Targe

NSP

Targe

IKK

Target
Indikato
r
Lainnya

Target Renstra Perangkat

Daerah Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun

ke-

Rasio Capaian Pada Tahun
ke-

4

23

Rasio petugas Pembantu Pembina
KB Desa (PPKBD) setiap
desa/kelurahan

IKK

100

100

100

100

100

100

100

100

24

Cakupan ketersediaan dan
distribusi alatdan obat konstrasepsi
untuk memenuhi permintaan
masyarakat

IKK

100

100

100

100

100

100

100

100

25

Persentase Faskes dan jejaringnya (di
seluruh tingkatan wilayah) yang
bekerjasama dengan BPJS dan
memberikan pelayanan KBKR sesuai
dengan standarisasipelayanan

IKK

83

84

85

86

87

83

84

85

26

Cakupan penyediaan Informasi Data
Mikro Keluarga di setiap desa

IKK

100

100

100

100

100

100

100

100

27

Persentase remaja yang terkena
Infeksi Menular Seksual (IMS)

IKK

28

Cakupan kelompok kegiatan yang
melakukan pembinaan keluarga
melalui 8fungsi keluarga

IKK

100

100

100

100

100

100

100

100

29

Cakupan keluarga yang mempunyai
balita dan anak yang memahami dan
melaksanakan pengasuhan dan
pembinaantumbuh kembang anak

IKK

86

87

88

89

90

86

87

88

30

Rata-rata usia kawin pertama wanita

IKK

20

20

21

21

21

20

20

21

31

Persentase Pembiayaan Program
Kependudukan, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga melalui
APBD dabAPBDes

IKK

0,35

0,40

0,45

0,47

0,50

0,35

0,40

0,45
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Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB Kota Bandung yang
mendukung pencapaian visi dan misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota
Bandung Tahun 2018-2023 di atas, dapat dijelaskan beberapa indikator yang menjadi
indikator kinerja utama (IKU) DPPKB, seperti yangtergambarkan pada table berikut:

Tabel 4.7

Indikator Kinerja tama (IKU) Perubahan dan

Formulasi Pengukuran IKU DPPKB Kota
Bandung

Tahun 2018 - 2023

NO SASARAN INDIKATOR FORMULASI PENGUKURAN KETERANGA
KINERJA N
1 | Meningka Cakupan = Jumlah Kampung KB (Paripurna,
tnva Kampung Mandiri dan Berkembang) x 100%
Pe}rll endalia Keluarga Jumlah Kampung KB
g Berkualitas
n Penduduk Pari
. aripurna,
dan kualitas Mandiri. d
Keluarga anairi, dan
Berkembang
Total ldi ASFR
Fertility G
Rate (TFR) ASFRi = "5 x k
Maksimum TFR = Angh Kelahian Toe
ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur
bi = Jumish kelshiran dari perempuan pada kelompok umur | padatahun lertentu
pi = Jumish penduduk perempuan kelompok umur | pada pertengahan tahun
yang sama
| = kelompok umur (=1 untuk kelompok wmur 15-19, 152 untuk kelompok umur
20-24,....., 1=7 untuk kelompok Umur 45-49
K = Bilangan Konstanta biasanya 1000
ASFRI="* X K
if
ASFR adalah angka kelahiran di
kelompok usia 15-19 tahun
2 | Meningkat | Indeks Terdapat 3 dimensi, 11 Indikator
nya Pembangun | dan 17 variabel iBangga yang
ketahanan | an terdiri atas sebagai berikut :
keluarga Keluarga Di | Ketent .
(Ibangga) imensi Ketentraman :
1. Kegiatan Ibadah
2. Legalitas keluarga
3. Jaminan kesehatan
4. Keharmonisan Keluarga
Dimensi Kemandirian :
5. Pemenuhan kebutuhan
dasar
6. Jaminan keuangan
7. Keberlangsungan
pendidikan
8. Kesehatan keluarga
9. Akses Media Online
Dimensi Kebahagiaan :
10. Interaksi Keluarga
11. Interaksi Sosial




Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan, Sasaran dan Indikator

Kinerja Utama (IKU) DPPKB tahun 2018-2023, diperlukan penentuan target atas

indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui

tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh DPPKB setiap tahunnya

dalam periode 5 tahun. Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran DPPKB

tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8

Target Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja tama (IKU) DPPKB Kota Bandung
tahun 2020-2023

NO TUJUAN | SASARAN INDIKATOR TARGET FORMULASI PENGUKURAN
KINERJA 5020 [ 2021 | 2022 | 2023
1 Membangun | Meningka Cakupan 33.33 | 35.38 | 38.10 39.68 | = Jumlah Kampung KB
Masyarakat | tnya Kampung (Paripurna, Mandiri dan_
Kota Bandung | Pengend Keluarga Berkembang) x 100%
yang Mandiri | alian Berkualitas Jumlah Kampung KB
dengan Pendud Paripurna,
Jaminan uk dan Mandiri, dan
Pendidikan, kualitas Berkembang
Kesehatan dan| Keluarg Total Fertility 1.97 2.00 2.00 2.00 DX
Sosial Budaya | a Rate (TFR) Askii 55t
yang Bermutu, Maksimum TER gk e T
Adil, dan R
Merata pl j ;\l:’::\:vﬂvip'l.mpvln alompok umur | oott pertengahan tahun
Berdasarkan -
Nllal Agama K = Bilangan Kcnstan;f biasanya 1000
ASFRI=" " X K
s
Meningkatny| Indeks NA - 55.84 56.84 | Terdapat 3 dimensi, 11
a ketahanan | Pembangunan Indikator dan 17 variabel
keluarga Keluarga iBangga yang terdiri atas
I sebagai berikut :
(Tbangga) Dimensi Ketentraman :

1.  Kegiatan Ibadah

2. Legalitas keluarga

3. Jaminan kesehatan

4. Keharmonisan
Keluarga

Dimensi Kemandirian :

5.  Pemenuhan
kebutuhan dasar

6. Jaminan keuangan

7. Keberlangsungan
pendidikan

8. Kesehatan keluarga

9 Akses Media Online

Dimensi Kebahagiaan :

10. Interaksi Keluarga
11. Interaksi Sosial




